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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

* K_EPALA KPPOLISIAN NEGARA REPUBLIK TNDONESIA

Menimbang

a. bahwa bahan pcledak merupakan barang yang sangat
berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan
* keamanan “dan ke‘temban penggunaan bahan peledak
* komersial  diperlukan adanya pengawasan dan
“‘pengendahan secara khusus; -

. bahwa ket@ntuan perundang«undangan yang diatur dalam
© : Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik
“Indonesia No. Pol.: Juklak/29/VI/1991, tanggal 23 Juli
- 1991 tentang Pencrawasan Pengendahan dan Pengamanan
“Bahan Peledak” Non—@rgamk ABRIL, dipandang perlu- -
dilakukan penyempurnaan karena.tidak sesuai Iagz dengan - -

perkembangan situasi dan’ kondisi saat ini;

. bahwa berdasarkan pemmbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan




~ Mengingat :

Peledak Komersial

OrdOIlans; B ahan

- Tahun 1931 No or 168 tentang Pemasukan, Pengeluaran,

i .

Indonesia Tahun 1930 Nomor 341) tentang Peraturan

Keselamatan Kerja Tambang; |

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran
- dan Pemberian Izin = Pemakaian Senjata Api (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan

. “Hukuman Istiméwa Sementara (Lembaran  Negara
- Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78);

. _UndShg-Unééﬁg'Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
~dan Gas Bumi- (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

~Republik Indonesia Nomor 4152);

. Undaﬁg_—Uzid&rig- Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik -

. Indonesia ‘ Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
. _Peréfura;i?emeﬁntah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 20. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang

Diberikan  Menurut . Perundang-undangan  Mengenai

‘Senjata Api (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
. 1960 Nomor .62, Tambahan Lembaran Negara Republik

-Indon‘esia‘.,Némor 1994);

- Peraturan --'Pséniéri'ntah "Nomor 42 Tahun 2002 téntang

- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4216); '

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahuni 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

rdonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara Tahun 1893
- Nomor 234) diubah terakhir menjadi Lembaran Negara

Reglemen (Lembaran Negara Republik

- Mey

Dal:
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04 'lentang Kegiatan Usah __Hlﬂd Mmyak d&n Cas B u*m_f_';' .

” .(Léinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

LS8, T ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm”f r‘
N0m0r4530) =

0 "Tahun 2002 tentan* -

Keselamatan dan Kesehatan Kelja Pertambangan Umum SE

MEMUTUSKAN

Ménetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN ‘NEGARA

‘REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN,
: -_;PENGENDALIAN - DAN PENGAMANAN _ BAHAN

. PELEDAK KOMERSIAL

BAB I *
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.

Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat cair, gas atau |

campurannya - yang apabﬂa dikenai -atau terkena suatu aksi berupa panas, =

benturan atau gesekan  akan berubah sebagian atay seluruhnya berbentuk

gas dan perubahan berlangsung - dalam waktu yang amat smgkat d1serta1_
dengan efek panas dan tekanan yang sangat tmggl

Bahan peledak Komersza} adalah bahan peledak yang dlpakal untuk

\kepentmgan ‘pembangunan  dan proses produk_sl pada industri
B pertambangan yang 'Dermfat komer51al '

Bahan Kimia berblhaya adaiah bahan knma atau sesuatu bazk dalam'

keadan tunggal maupun campuran yang bersifat memencarkan radiasi,

mudah meledak (termasuk cairan atau gas yang dimampatkan), mudah
menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun, korosif, menimbulkan
iritasi, sentilisasi, lika dan nyeri menimbulkan bahaya elektronik,
karsinogenik dan mutagemk etxologik/biomedzk dan berbahaya lain-lain

yang dltetapkan

11 Keputusan Menten - Pertambangan '.'dari Energl. Nomor
555 K/26/M. PEN1995, tanggal "22 Mei 1995 tentangfe:'.f'



. _Bunga Apl adalah benda»-benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang
-~ semacamnya yang dapat menyaia berwama waam dengan disertai letusan
' maupun tidak. |

"”'-':”Detonator adalah alat peledak utama yang dlpergunakan untuk

meledakkan sejumlah bahan peledak lamnya dengan gelombang detonasi.
Dmamrﬂ adalah bahan_ peledak yang- dibuat: dar: Nztmglycerme Base dan

atau Non Nztrogb'cerme atau Water Base,

S Umt ‘Mobil Pencampur (Mobzle Mixing Umt) adalah kendaraan yang

dﬂengkapx dengan :mesin pencampur dan tangkl-tangkz pembawa

- Emulsion’ Matrix, Sensitizer, Ammonium Nitrate dani Solar yang dapat
" mencampur bahan-bahan Emulszon Matrzx, Sensztzzer Ammomunz Nztraz‘e

dan Solar menjadi | bahan peledak

VMesm Pencampur (szmg Plam‘) adalah mesm untuk mencampur
- Ammonium - Nztrare dengan ~bahan campuran lainnya sehingga
o menghasﬂkan bahan peledak - .

.. Surat Pemyataan Produsen dan Distributor adalah pernyataan yang dibuat

secara tertulis oleh Produsen dan Dtstrlbutor bahan peledak yang berisi
pemyataan |

&, bahan peledak yang dibuat atau diimpor atau diterima dari hibah
.hanya untuk memenuhi kebutuhan Pengguna Akhir yang mendapat
izin dari Kapolri;

b. Produsen dan Distributor bertanggung jawab atas keamanan dan

. keselamatan bahan peledak yang dimiliki baik yang berasal dari
: 'pembuatan atau pemasukan atau penghibahan;

c. bahan peledak tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan

10

kepada pihak lain tanpa izin dari Kapolri.

Produsen adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin

_ dari Pemerintah untuk memproduks1 bahan peledak komersial.

11
- dari Pemerintah untuk 'perig'adaan, penyediaan, dan pendistribusian bahan

12,

13.

Distributor adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat izin

peledak komersial, -

Pengguna Akhir adalah badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan

pekerjaan proyek pemerm‘tah dan/atau swasta yang bertanggung jawab
langsung sebagai pengguna bahan peledak,

Surat Pernyataan Pengguna Akhir adalah surat pemyataan yang dibuat
oleh Pengguna Akhir yang menyatakan bahan peledak tersebut akan
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e :"_.:dlgunakan sendm bertanggung Jawab atas keamanan dan keselamatanf .
serta lingkungannya dan tidak akan" dzahhkan penggunaannya kepacia
- pihak lain dengan cara apapun tanpa izin: dan Kapoln S

.-‘.f'Supplzer Bahan Peledak adalah suatu perwakllan perusahaan atau pabnkrf:;:j::
;__pembuat bahan peledak d1 luar negen yang ad }dl_‘ Indonesxa R

& 'mendapat izin 'untuk 'membantu pengguna .aklur bahan peledeik dalarn

16

Usaha Jasa Penganakutan Bahan Peledak adaiah badan usaha berbadan

* hukum yang menyelenggarakan pengangkutan bahan peledak yang B
- memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. X

17,

Usaha Jasa Pergudangan Bahan Peledak adalah badan usaha berbadan.':'

‘hukum yang telah mendapat izin untuk usaha penyediaan gudang

.n-penympanan bahan peledak “untuk disewakan kepada Produsen atau

18.

Supplier atau Pengguna Akhir Bahan Peledak. |
Gudang Bahan Peledak (Storage) adalah tempat yang dlpergunakan untuk

' ':-jmenyimpan atau menimbun bahan peledak.

19.
atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kapolrl yang memuat fentang

20.

21.

22,

23.

Pemzhkan adalah hak atas bahan peledak yang dlbenkan oleh Kapoln '

kekuasaan dan kewajiban atas bahan peledak tersebut '

Penguasaan-adalah kewajiban atas bahan peledak tetapx tidak memiliki hak
menggunakan atau mengahhkan kepada plhak lam tanpa 121n dan
persetujuan dan pemlhknya .

Penympanan adalah suatu keglatan ya.ng ‘dilakukan untuk mengamankan
dan menyelamatkan bahan peledak dalam suatu tempat agar terhindar dari
pencurian, kerusakan, berdasarkan ke‘tentuan Perundang-undangan yang
berlaku. -

Pembuatan .adalah suatu. kegiatan untuk - membua‘t memproduksz dan
mencampur bahan peledak. |

Pembelian adalah proses pemmdahan hak dan tanggung jawab atas bahan "
peledak dari Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir atau dari
Produsen dan Distributor yang satu kepada Produsen dan. Distributor.

lainnya.

Pendistribusian adalah pemasaran atau penyerahan bahan peleda}\ dari
Produsen dan Distributor kepada Pengguna Akhir dan/atau kepada
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_ . Produsen dan Dlstrzbutor lamnya yang telah memiliki surat izin dari
o Kapolri, :

| " 25 Penggunaan adalah hak atas bahan peledak dengan fujuan untuk keperluan
.. 'penambangan mineral, batubara dan panas bumi, mmyak dan gas bumi
. seria proyek Pemerintah atau- swast‘ non-tambang.

" 26 Penggunaan sisa-adalah hak -atas’ bahan peledak yang dimiliki Pengguna

_ i Akhir dari sisa bahan peledak yang ‘belum habis digunakan yang berasal

dari pembeham dan penggunaan ‘atau yang berasal darx pengalihan
-+ - penggunaan. : -

27. Penghibahan adalah proses pemmdahan hak dan tanggung jawab atas
 kepemilikan bahan peledak dari Pengguna Akhir kepada Produsen dan
.. Distributor bahan peledak atas dasar kemufakatan kedua belah pihak
- dengan surat pemyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

| 28. Pengangkutan adalah pemindahan bahan peledak dari suatu tempat ke
tempat lain: dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi
persyaratan baik melalui darat, laut atau perairan, dan udara.

- 29. Pengalihan Penggunaan adalah proses pemindahan hak dan tanggung
: jawab-atas. kepemilikan dan penggunaan bahan peledak dari Pengguna
- Akhir yang satu Kepada Pengguna Akhir yang lain atas dasar kemufakatan

. kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh
- kedua belah plhak

30. Pemusnahan adalah suatu tmdakan atau kegiatan penghancuran bahan
peledak yang dlanggap telah rusak dan/atau tidak dipergunakan lagi.

31, Uji Coba adalah suatu keglatan penelitxan data teknis bahan peledak untuk
. mengetahui tentang spes1ﬁkas1 dan karakteristik jenis bahan peledak.

* Pasal 2
Maksud dan mjuaﬁ‘p@mbuatanjperaturan ini adalah:
~a. agarada keseragaman dalam perizinan;
b, agartidak tegjadi peényimpangan; dan
c.  dapat dipedomani.
| Pasal 3

Dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan
peledak komersial memperhatikan asas-asas:

. a. keselamatan dan keamanan,




..b'

C.

ketertiban dan kepatuhan;
Iegaligasi. | | A
o Pasal 4

......

- --Ruang hngkup daiam sxs‘am pengawasan"dan pengendahan bahan peledak"”}-"f_

Mmoo oA o o m

JemS-JemS bahaﬂ peledak komermal O
. ._Badan Usaha Bahan Peledak Komer31al

perizinan;
pengamanan bahan peledak _
pengawasan dan pengendalian bahan peledak
sanksi.
BAB II
JENIS-JENIS BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
Bagian Kesatu
Bahan Peledak Komersial |
Pasal 5 '

Bahan peledak komersial meliputi:

a.

semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan
pemeka Nitroglycerine, yang dikenal dengan nama NG Based Exploszve, |

semua jenis Blasting Agents, yaitu ‘bahan baku bahan peledak yang
menggunakan bahan selain Nztroglycerme

semua jenis Water Based Explosive, yaitu bahan peledak yang tidak
mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam
campurannya, yang meliputi slurry, warergel dan emulsion explosive;

Ammonium Nitrate;

semua Jems ANFO, yaitu bahan peledak yang terdzrl dar. campuran'
Ammonium Nitrate dan Fuel Oil;

semua jenis bahan peledak pembantu (Blasting Accessories), antara lain:
1. Primer (Booster),

2. Detonator;

3. Sumbu Api (Safety Fuse),



4, Sumbu Peledak (Blastmg Cord atau Deronatmg Cord atau Fuse);

5 Connec:or (Detonatmg Relay)
. 6 Ignzter

. g . semua. 331113 Shaped Charges ya1tu bahan peledak yang mempunya1

2 ‘bentuk * geometris tertentu -guna melaksanakan - antara Jain logging,
- pemotong: pipa- selubung atau konduktor melaksanakan p€if07’asz

. o sample taker atau: ditching; |
B h. ‘semua - jenis - bahan baku untuk produk51 bahan peledak yang sifatnya

explosive, antara lain:
1. Blasz‘zng Gelarme (master mzx)
2. Nzrroglycerme : -
3. Nzﬁ‘ogbzcol,
4. Nitrbcellulos_é; _
. 5. Pentaeritritol Tetranitrat (PETN);
| 6. Black Powa’gr;
7. Mercury Fﬁ!minare;
8. Lead Azide;
R *Dzazodzmzrofencz (DDNP),
o : 10 Lead Styphanaa‘e '
11 Bahan Piroteknik.
12. Formula dari bahan peledak (bunga api).
| ‘ Baglan Kedua
- Bahan Kimia

Pasal 6

Eahan knma yang dapa‘t dirakit menjadl bahan peledzk dibagi menjadi 3 (tiga)
kelompok yaitu:

a. oksidator;
b.  reduktor;
c.  bahan tambahan scbagai katalisator.




Pasal 7

B Ok31dat01 sebagaxmana dxmaksud dalam Pasai 6 huruf a, adalah bahan km’ua
yang bersifat pembawa oksigen (okszgen carrzer) dalam proses peledakan atau

SRR S ~_pembakaran, antara lain:

e e B a _:__Asam N1trat HNO3, SR
Casiee oofooo-obe o Asam Sulfa‘t HZSO4, o
T R _ c P 'Asam OksalatH¢C204,
iya d. Hidrogen Peroksida H,0y;
e.  Natrium Peroksida Na,Oo;
f.  Kalium Peroksida K,0;
g.  Kalium Nitrat (Sendawa) KNOs;
h.  Kalium Klorat (Potas) KCIOs;
1. Kalium Permanganat KmnOyg;
| i Kalsium Hipoklorit CaCIOs;
k.  Kaporit Ca(OCI);
L. Natrium Hipoldorit NaClOs;
m.  Natrium Nitrat (Sodium) NaNOs;
! n.  Natrium Nitrit NaNO,;
| 0.  Nitro Cellulosa (NC) ;
! p.  Sulfur Trioksida $;05;
q.  Pupuk Nitrat NH,NO;;
r.  Zat Asam (Oksigen) O,.
~ Pasal 8
| Reduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adaia.h bahan kimia
- f yang - bersifat menarik oksigen atau memerlukan oksigen dalam proses
 tiga) peledakan atau 'pembakaran, antara lain:
a.  Bubuk Karbon (C);
b.  Belerang (Sulfur);
Amoniak NHj;
d.  Asectilen;
‘ e. Benzen;
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-i.:?.:Dmkm Ptalat
‘Etilen ghkol
o 1 .'_.Garam-garam Azo;.
G ﬁ;_ j - G_gs H;dgogen,
Gas Alam;
L. Karbon M{S'noksidé;f | | |
m.  Karbid; | ‘ . ol
n.  Metanol; ' | ' '
‘0. Metil Métakrilat Monomer; | i
Natrium Sulfida; i
Penta Eritritol; !
r.  Propilen; ‘

S. Trikloroﬁenzen;

t. Vinil Klorisa Monomer:
- Xylene;

C v, Selulosa atau bubuk kayu;
w. * Sublimat Sb,S,, |

| Pasal 9 |
Bahan -tambahan sebagal katalisator sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6

huruf e, adalah merupakan bahan kimia yang dapat mempercepat proses reaksi

) peledakan memmbulkan efek bakar, efek racun dan panas yang tinggi antara
lain: ~ .

a.  Aluminium Powder (AD;

b Magnesium Powder (Mg);
C. Termit Fe,0s;
d

Fenil merkuri asetat;
e.  Kalium Sianida (KCN).



%

(1)

@

€)

(4)

(5.

(6)

Bag1an Ketlga

B Bunga Apl

: Pasal 10

Bunga apl yang dﬂarang adalah 5

1)-. :.bahanwbahan peledak 'seperti yang d1tetapkan dalarn Pasal 1
| 'Undang-Undang No. 9 Mei Ta,hun 1931 (STBL 1931 No. 168); -

2) Penggalak, Detonator, Sumber Detcnator dan bahan—bahanm_'
dengan sifat bekerja yang sesuai; -

- 3) bahan-bahan dan misiu yang dengan sendmnya atau dengan
sebab kecil dapat terbakar atau meledak S :

4) bahan»bahan keras ya:ng pada waktu ledakan bunga apa dapat -
terpelanting;

b. bunga api dengan bennacarn~macam ledakan yang beratnya misiu

"' yang berada di dalamnya Ieblh besar: -daripada beratnya 1/3 bagian
- 'satuan bunga api (bunga api yang berukuran diatas 8 inchi).

Bunga api ‘berbahaya yang diizinkan adalah bunga apl yang isian
misiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran 2 inchi- sampai dengan § -
inchi. : i

Misiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada.lah bahan-bahan atau

-campuran yang dapat menyebabkan ledakanfletusan

Misiu yang terkandung dalam bunga api sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2), yang dapat menimbulkam ledakan/letusan, yaltu

a. campuran belerang, sendawa, arang kayu;

b. campuran berupa serbuk dari sendawa, 'bglefang, antimon belerang,
dan serbuk aluminium. '

Bunga api yang dlgunakan oleh masyarakat yaitu:

a. bunga api mainan berukuran kurang darz. ‘_2” ,_‘.’mchi. (ﬁda}c
menggunakan izin pembelian dan penggunaan);

b.  bunga api untuk pertunjukan (show) berukuran dari 2 (dua) inchi
sampai dengan 8 (delapan) inchi. '

Penggunaan dan pembelian bunga api ‘sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) hurnf b, harus izin dari Kapolri C.q. Kabaintelkam Polri.
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. BAB Iy
BADAN USAHA BAHAN PELEDAK KOMERSIAL
Bag1an Kesatu
Jems-]ems Badan Usaha -
i I “Pasal 11 .. |
N Badan Usaha Baha,n Peledak Komer51a1 d1golongkan menjadx
" 2. Produsen; o
Dzstnbutor
. Pe_l?gguna Akhir'.

_ (€ Pasal 12
Produsen sebagaxmana dimaksud dalam Pasa i1, huruf a, terdiri dari:
a.  Produsen bahan peledak

~ b Produsen Bunga Apl.-

'Produsen bahan peiedak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

~ melakukan kegiatan produksi bahan peledak dengan bahan baku yang
~diimpor untuk memenuhi kebufuhan Pengguna Akhir bahan peledak

komersial di wilayah Indonesia.

Produsen bunga api sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf b,
melakukan keglatan produk51 Buaga Api.

" Pasal 13

Distributor bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b, terdiri dari:

a.  Distributor bahan peledak;
'b.  Distributor bunga api;
c. . Distributor bahan kimia.

Distributor bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
melakukan kegiatan impor sekaligus mendistribusikan bahan peledak

dan bahan baku bahan peledak guna memenuhi kebutuhan Pengguna
Akhir.

Distributor bunga' api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
-melakukan kegiatan impor sekaligus mendistribusikan bunga api.
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(). :.'Dlsmbutor bahan kuma sebagaxmana dm;aksud pada ayat ¢)) huruf <,

 melakukan kegiatan impor sekaligus mendlstnbusxkan bahan kimia dan -
bahan baku bahan kzmla guna memenuhl kebutuhan Pengguna Akhir.

Pasal 14

i '_S'E_Pengguna akhlr sebagaimana dn:naksud dalam Pasal 11 humf c melakukan |
- usaha di b:cdang mmeral batu bara dan ; panas ‘bumi, mmyak dan gas bumi serta
-~ pekerjaan sipil atau proyek non tambang dengan menggunakan bahan peledak .

komersial - .
Pasal 15

Selain Badan Usaha sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 11, badan usaha lain |
yang bergerak di bldang jasa yang berkaitan. dengan bahan peledak, yaitu:

a. Badan Usaha Jasa Peledakan untuk keglatan usaha yang menggunakan . -

bahan peledak untuk tambang maupun non tambang; -

b.  Badan Usaha Jasa Penyediaan Gudang Bahan Peledak untuk dipinjam
pakaikan - atau disewakan kepada ] Produsen dan Distributor maupun
Pengguna Akhir; :

c. Badan Usaha Jasa Pengangkutan untuk kegmtan pengangkutan bahan
peledak.

Bagian Kedua
Persyaratan Badan Usaha
Pa al 16

(1) Produsen dan Distributor bahan peledak dalam -menjalaiikan usaha atau
kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbentuk badan hukum;

b. ditunjuk oleh pemerintah untuk pengadaan, penyed1aan dan
pendistribusian bahan peledak;

¢.  memiliki surat izin usaha industri atau tanda daftar industri' terbatas
dari Departemen Perindustrian;

d.  memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar

importir terbatas dari Departemen Perdagangan;

memiliki Angka Pengenal Importir (API);

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Ph o
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. memlhkl tenaga ahh bahan peledak

| memlhkl lokasx atau tempat “untuk pembuatan dan gudang
- penyzmpanan bahan peledak

) -mem1hk1 tenaga Satuani Pengamanan (Satpam)

o -(2) Produsen dan Distrlbutor Bunga Ap1 dalam menjalankan usaha atau -
‘keglatannya waﬁb memenuhz persyaratan sebaga1 benkut '

L ..'berbentuk badan hukum

surat keteranga.n sebagai 1mport1r atau produsen bunga api;

~ perizinan gudang bunga api;
: ipenzman pem}hkan penguasaan dan penyunpanan bunga ap1
' 'penzman memasukan (zmpo;) bunga api;

perizinan pendistrlbuman bunga api;

. perizinan produksi bunga api.

(3) Dlsmbutor bahan kimia. berbahaya dalam menjalankan usaha atau
* kegiatannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

o

@ e oA oo

4.

b
c.
d

berbentuk badan hukum;

rekomendasi sebégai irriportir terdaftar dari Dephan;

penunjukan sebégai' importir terdaftar dari Dirjen Dagly;

surat izin usaha perdagangan (SIUP);

tanda daftar perusahaan (TDP);

aﬁgka pengenal importir (API-U);

surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Dirjen Pajak atau
NPWP.

Pasal 17

(1) Pengguna Akhir dalam meﬁjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf ¢, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

berbentuk badan hukum;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPY;
memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
memiliki tenaga ahli bahan p'éledak;
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S --Smemxhkx lokasi. peledakan
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_:_ 'memxhki kelengkapan persyara‘fan sebagm badan usaha yang_.'_'__
| 'menggunakan bahan peledak o -

- emﬂxkl gudaag tempat penylmpanan bahan peledak

j ténaga Satuan Pengamanan (Satpam)

__Pengguna Akh}r yang usahanya bErgerak 'di__fbldang miﬁeral batubara, dan :
~ panas_bumi, selain memenuhi -pers'yaratan"sebagalmana dlmaksud pada L

ayat (1), Wajlb memihiﬂ persyaratan lain, yaltu

- a.

_ memihki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bag1 badan usaha

yang bergerak di b1dang mmeral mdusm atau golongan G;

memﬂxki Perjanjlan ‘Kontrak . Karya (PKK) ‘Perjanjian Karya,
‘Pengusahaan : Pertambangan Batubara . (PKP2B), Kuasa

Pertambangan (KP) atau perjanjian . konfrak lain yang ditetapkan -

oleh Pemerintah ¢.q. Departemen Energl Sumber Daya Mineral;

memiliki Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak yang memiliki
Kartu Izin Meledakkan KIM) yang - dlkeluarkan oleh Kepala
Pelaksana Inspeksi Tamoang (KAPIT) atau Kepala Inspektur -
Tambang (KAIT)...

Pengguna Akhir yang usahanya bergerak di bidanﬂ mmyak dan gas bumi.
(migas), selain memenuhi persyaratan sebaga;mana dlmaksud pada ayat
(1), wajib memiliki persyardtan lain, yaltu |

a..

memiliki perjanjian kontrak antara pemermtah dengan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS); '

memiliki Kepala Teknik Tambang untuk wilayah yang telah
berproduksi dan penyelidik untuk Ilapangan yang berstatus
eksplorasi; '

memiliki Juru Tembak bahan peledak perforasi ‘dan Juru Tembak
Seismik yang memiliki Kartu Izin Juru Tembak Bahan Peledak
(KIJTB) vang dikeluarkan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi.

Pengguna Akhir yang usahanya bergerak di bidang non tambang, selain
memenuhi persyaratan” sebagaimana “dimaksud pada ayat (1), wajib
memiliki persyaratan lain, yaitu:

a.

b.

memiliki penunjukan atau perjanjian kontrak dari pemegang:
proyek;

memiliki Kepala Teknik Proyek; dan



c memﬂlki Jurn Ledak atau Jum Tembak yang bersemﬁkat yang
| d1keluarkan oieh Sat Gegana Korbnmob Polri S

Pasal 18

(1) Badan Usaha _]asa peiedakan sebagalmana dzmaksud dalam Pasal 15
S * huruf a_.,_-wal i emenuhl pers 'aratan sebagal berIkut

is“tf‘asi;'?"-.aiatafa;--lam:_ gL
- L berbentuk badan hukum R
o 2 -..memihkl Surat Izm Usaha Perdag,angan (SIU?),
o3 f_-;memlhkl Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP);
L 4 '_:-memihkl Tanda Daﬁar Perusahaan (TDP); -
persyaratan tekms antara lain:.

<1, _mermhkl fenaga ahh/Juru Ledak bahan peledak yang
- dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Satuan
" Gegana Korbrimob Polri;

2. memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh
""" " Satuan Gegana Korbrimob Polri;

3. memlhkz sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk
keg1atan peledakan.

(2) Selam memenuhz persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Badan Usaha jasa peledakan wajib memperhatikan tata cara
. peigamanan bahan peledak.

Pasal 19

(1) Badan Usaha jasa penyediaan gudang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a persyaratan administrasi, antara lain:

. berbentuk badan hukum; :

.. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

‘memiliki Tanda Daft « Perusahaan (TDP);
memiliki Tanda Daftar Usaha Pergudangan (TDUP):
memiliki Surat [zin Mendirikan Bangunan;

A e

b.  persyaratan teknis, antara lain:




17 2608; MNo:-3
R 1. “memlhkl tenaga .ahli’ bahan peledak dlbuktzkan dengan
T T | ‘ _sertlﬂkat yang . dlkeiuarkan oleh Satuan Gegana Korbnmob o
15 L - Polr; _ e o S
RN LD 2. memiliki lahan yang' memenuhl persyaratan untuk dlbangun L
- gudang bahan peledak iR
3. memiliki persoml yang cukup untuk mengelola dan' e
| "rnengamankan gudang bahan peledak. - o
'-(2) Selam memenuhi persyaratan teknis . sebagaimana djmaksud pada ayat
( 1) huruf b, Badan Usaha Jasa Penyedlaan Gudang wajib memperhatikan .
- tata cara pengamanan dalam penylmpanan bahan peledak '
- i - Pasal20-
- mg | Badan Usaha Jasa Pengangkutan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
1an ¢, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tekms sebagaz
: Badan Usaha Jasa Pengangkutan .
leh o : . Pasal21
s (1) Badan Usaha sebagalmana dlmaksud dalam ‘Pasal - 15, wajib
Ctuk - mendapatkan rekomendasi Kapolri. - .
(2) Permohonan rekomendasi sebagmmana d1maksud pada ayat (1) diajukan
yat kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.
ara Pasal 22
Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1), hanya diizinkan melakukan operasional di bidang jasa.
am bahan peledak komersial, :
BABIV
PERIZINAN.
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 23
(1) Produsen dan Distributor dalam melakukan kegiatan usahanya dapat
diberikan izin berupa:
a.  gudang;
b.  pemilikan, penguasaar, dan penyimpanan;
¢.  pembuatan atau produksi atau pencampuran dan distribusi;
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. peinasukan;(fmpdr atau Re-Impor);
pengeliaran (Ekspor atau Re-Elspor);

- ._'peﬁghibah'a;;;-. -

d
- €
£ pembelian dan pendistribusian;
. _
h

h. _.-_:;.:péngangku_tan;; P,

i uicobs

Selain .pe'r'__i_zﬂi_naﬁ sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan
Distributor dapat diberikan izin untuk membuat atau memproduksi bahan
peledak dengan menggunakan Unit Mobil Pencampur (Mobile Mixing

- Unit), Mesin Pencampur (Mixing Plant) dan/atan alat mesin lainnya yang

@)

. @

N

e

digunakan untuk membuat bahan peledak jenis emulsi curah, emulsi
matrix, dan ANFO. o

Pengoperasian Unit Mobil Pencampur dan Mesin Pencampur
sebagaimdna dimaksud pada ayat (2), dapat diizinkan di kawasan lokasi
Pengguna Akhir atau di luar kawasan lokasi Pengguna Akh_ir.

Produsen dan Distributor wajib memiliki gudang untuk menyimpan bahan
peledak  yang memenuhi persyaratan dan 1zinnya dikeluarkan oleh
Kapolri.

Pasal .24

Produsen dan Distributor Bunga Api dalam melakukan kegiatan
usahanya dapat diberikan jzin: '

a.  sebagai importir atau distributor:

b.  gudang;

¢.  pemilikan, penguasaan’dan penyimpanan;
d. Impor; | '

e.  pendistribusian;

f. produksi. '

Izin sebagai importir atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa surat keterangan sebagai importir atau distributor.

© Pasal 25

Pengguna Akhir dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan izin:

&

gudang;

g T o A o ol
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"""'._;;_;:ipemihkan penguasaan dan penyxmpanan O

: -.'.pembehan dan penggu ﬂaan, i
* pengalihan peﬁggunaan o
"_-'..'penggunaan szsa
: pengangkutan _
_._:{:.__;::;;pemusnahan __ o
BagmnKe__a-a; e
Prosedur Per1z;nan*"-”_ S

Paragraf S

Bahan Peledak Fh
Pasai 26

Prosedur perizinan yang harus dltempuh oleh Produsen Dzstnbutor dan’
Pengguna Akhir untuk memperoleh rekomendam perlzman bahan peledak,
sebagai berikut: . ) fr i - : L

a, - izin gudang bahan peledak permohonan rekomenda31 d1a_;ukan kepada
Kapolda u.p. Dirintelkam . dengan dilengkapi pers_y_aljajt_a_n _

1. Produsen dan Distributor diwajibkan melengkapi:
‘a) alasan dan tujuen pendirian gudang; .
b) data jumlah dan macarmn gudang;
c) pennczan Jumlah dan kapasitas masmg-masmg gudang,
- d) denah atau peta loka51 gudang;
e) gambar konstruksi dan foto gudang;
f) fotokbpi penunjﬁkan sebagai Pr‘édus’en dan Distributor;
2. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi :
). alasan dan tujuen pendirian gudang;
b) data jumlah dan macam gﬁdang;
¢) perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang;
d) denah atau peta lokasi gudang; "
) gambar konstruksi dan foto gudang;

f) hasil pengecekan lapangan;
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b szm pemlllkan penguasaan dan penyzmpanan bahan _peledak,
o fpennohonan rekomendw d1ajukan kepada Kapolda up. D1r1ntelkam
: _Polda dengan dﬂengkapl, persyaratan ' . S

Produsen dan Distnbutor diwaijkan melengkapl

' a) fotokopl dokumen perusahaan, _..
b) fotokopi surat izin gudang, o e e
S c) baodata tenaga ahh bahan peledak bag1 Produsen dan Dlstributor, |

| '_'d) data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam);
| e) Surat Pemyataan Produsen dan Distributor (SPPD);
Pengguna Akhir, dlwaj_xbkan_mglengkam

a) -fotokopi dokumen perusahaan;

. b). fotokopi surat izin gudang,

c) '-:::fotokopl surat keputusan pengangkatan Kepala Teknik;

- d) fotokopi Sertifikat Juru Ledak atau Tembak;

e fotokop1 Kartu Izin Meledakkan (KIM);

D data kekuatan Satuan Pengamanan (Satpam}

g) Surat Pemyataan Pengguna Akhir (SPPA);

c. izin per buatan dan distribusi bahan peledak, permohonan rekomendasi
diajukan kepada Kapo}da up Dirintelkam Polda dengan dilengkapi

persyaratam: .

‘1. fotokopi surat penunjukan sebagal Produsen dan Dlstrxbutor,

2. surat izin usaha'industri dari Departemen Perindustrian;

3. rencana -produks1 atau pembuatan pertahun dan rencana
pendistribusiannya;

4. merek atau logo yang akan dipergunakan;

S. ‘f(_}'t()kopi surat izin dari Pemda setempat tentang Undang-Undang
Gangguan;

6. fotokopi surat izin gudang bahan peledak;

7. fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan

peledak;

d. izin pembuatan bahan peledak dengan Mobil atau Mesin Pencampur
dilaksanakan di luar lokasi kawasan kerja Pengguna Akhir, permohonan
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: '.'-'-"'rekomenda51 d;ajukan kepada Kapoida
'dzlengkapl persyaratan L

,.;A

2.
SR

. izin pembehan dan penggunaan’ bahan peledak pennohonan rekomendasi
~ diajukan kepada Kapolda - up Dlrmtelkam Polda " dengan d1lengkap1

fotokopl sura.t 12111 gudang bahan peledak'ﬁ

fOtOkOpl surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan |

i'u_':::lzm Ekspor atau Re-Ekspor bahan peledak, permohonan rekomendasx.::t.f-i_'
 diajukan kepada Kapolda up D1rmtelkam Polaa. dengan dxlengkapz[
"':_:_i’persyaratan % e

1.

asal usul izin- dan tempat penyimpanan bahan peledak yang akan d1
Ekspor atau Re»EkSpor e g
alasan tentang tuj uan Ekspor arau Re-Ekspor bahan peledak

' data negara tuj uan dan pelabuhan pemberangka‘tan

pel syaratan

SR

7.
8.

rincian jenis dan jumlah kebutuhan bahan peledak yang akan dibeli;
rencana penggunaan bahan peledak;

Surat Pemyataan Pengguna Akhir (SPPA)

data Kepala Teknik; '

data Juru Ledak atau Jurn Tembak

fotokopa izin pemxllkan, penguasaan dan penyimpanan bahan
peledak;

fotokop1 izin gudang bahan peiedak

_}aporan 51sa parsediaan atau stock ‘bahan peiedalf yang dimiliki;

izin pambehan dan pendxs‘i:ribuman bahan peledak, permehonan
rekomendasi diajukan kepada Kapolda up Dirmtelkam Polda dengan
dilengkapi persyaraian: ' :

1.
2.

3.

rincian jenis dan ;umlah bahan peiedak yang akan dibeli;
rencana pendismbusmn bahan peledak; '
Surat Pernyataan Pmdusen dan Dismbutor (SPPD)

b. Dirinielkem Polda dengan



ey 2

4, fotokopl izin pemlhkan ‘penguasaan dan penyimpanan _
5 fotokopl izin gudang; ‘

6 Iaporan 31sa persedla.an -atau stoc:k bahan peledak produkSI dalam

S izin. pengangkutan bahan peledak dalam 2 (dua) w1layah Polda atau lebih,
i :.'pezmohonan rekomendasi ; disjukan kepada Kapoida U p Dlrmtelkam
S Polda dengan dzlengkapl persyaratan |

o 1 nnczan _]ems jumlah bahan peledak yang akan diangkut dan asal-

usuinya, |
2. penjelasan tentang maksud dan tujuan pengangkutan bahan peledak;

3 jenis alat angkut (darat/laut/udara) yang akan dlgunakan dan tujuan

. tempat pengriman; -
4, =fotokop1 izin asal usul bahan peledak yang akan dlangkut
5. Iaporan persedlaan atau sfock bahan peledak yang akan dzanghut

i. -izin pangahhan penggunaan bahan peledak, permehonan rekomendasi

" diajukan -kepada“ Kapolda w.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi
persyaratan; -

1. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dialih guna;
* 2. penjelasan tentang aiasan alih guna;

3. surat perjanjian persemjuan tentang pengahhan penggunaan bahan
peledak dari pemilik bahan peledak dan penerima alih guna;

4. fotokopi izin bahan peledak yang akan dialih guna;

5. fotokopi izin kepemilikan, penguasaan dan penylmpanan serta izin
gudang bahan peledak penerima alih guna;

6. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA) dari penerima alih guna;
7. laporan bulanan dari bahan peledak yang akan dialihkan;

©izin penghibahan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan
kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

1. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dihibahkan;
2. penjelasan tentang alasan penghibahan bahan peledak;

3. surat perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak tentang adanya
penghibahan bahan peledak;

4. fotokopi izin bahan peledak yang akan dihibahkan;
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: 'laporan reahsasz penggunaan bahan peledak

. laporan szsa persed;aan ata.u stock bahan peledak yang akan.
-"dzgunakan : U

LR
D

surat 1z1n pemihkan penguasaan dan penylmpanan serta surat izin _'ﬁf SR

gudang bahan peledak penenma hlbah bahan peledak
1aporan persedman atau stock bahan peledak yang akan dxmbahkan

1zm penggunaan szsa bahan peledak pennohonan rekomendam d1a3ukaﬂ ';._-:; -

rmcxan Jems dan )umlah sxsa_bahan_peledak yang akan dlgunakan

4, fpt__o_l_\o_pl izin asal-usul bahan peledak yang akan d1gunakan

5. fotokopi surat izin pemlhkan penguasaan dan penylmpanan bahdn

. peledak
0.
izin pemusnahan, permohonan rekomendasi dm_;ukan kepada Kapolda -

fotokop: surat izin gudang bahan peledak

u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan

1.
2.
3.
4.
5.
izin uji coba bahan peledak, pen‘n.ohonan rekomendasi dlagukan kepada

alasan pemusnahan bahan peledak

rlnman jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dimusnahkan;
fotokopi . izin asal-usul bahan peledak yang akan dzmusnahkan
penjelasan tentang lokasi tempat pemusnahan bahan. peledak

laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan dimusnahkan;.

Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:

1.
2. lokasi tempat uji coba bahan peledak;
3.
4
5

penjelasan tentang alasan ji coba bahan peledak;

fotokopi izin bahan peledak yang akan diuji coba;

. biodata tenaga ahli yang akan msngadakan uji coba bahan peledak;

. laporan persediaan atau stock bahan peledak yang akan dmjl coba.

Pasal 27

Prosedur yang harus ditempuh oleh Produsen, Dtstrlbutor dan Pengguna Akhir
untuk memperoleh izin yang berkaitan dengan bahan peledak sebagal berikut:

a. izin gudang bahan peledak, permohonan dimjukan kepada Kapolrl u.p-
Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi persyaratan: ‘



- : Produscn dan DlSti‘lbUtOI‘ dxwa_] 1bkan melengkam
o .:a) rekomenda51 Kapoida seter pat; | |
b)Y benta acara, pemerz.ksaan loka31 dan konstruks1 gudang darz Polri

- __:_:__etempat RN
' -c):' ' elengkapan 1amnya se‘oagaunana d1maksud dalam Pasal 26 huruf

.I | :”:.'Pengguna Akhxr untuk usaha non tambang, dengan melengkam
) 2 rekomendasx Kapoida setempat

b) benta acara pemenksaan Iokasi dan konstruksi gudang dari Polri
setempat ' -

.c) }’elengkapan Iam sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 26 huruf a
angka 2;- -

izin pemﬂlkan penguasaan dan penyimpanan bahan peledak, permohonan
d1mjukan kepada Kapoln u.p. Kabaintelkam Polri, dengan meiengkapl

1. rekomendas1 Kapolda

2. ‘izin gudang,

3. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b

izin pembuatan -dan distribusi bahan peledak, permohonan ditujukan
kepada Kapoln u.p. Kabamte1kam Polri, dengan melengkapi:

L. rel_{om_endasx Kap_olda,

| 2. rekomendasi Departemen Perindustrian;

3. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri
setempat; ' :

4, kelengkapan lain sebagalmana dimaksud dalam PasaI 26 huruf'c;

izin pembuatan dan distribusi bahan peledak dengan menggunakan Mobil
atau . Mesin Pencampur di luar kawasan kerja Pengguna Akhir bahan
peledak, permohonan ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri,
dengan melengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;
2. rekomendasi Departemen Perindustrian;

3. ‘berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Polri
setempat;

4. kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;




T 'f-_:'-:peledak di kawasan kerja. ?engguna Akhir; S
2. biodata dan nwayat hidup tenaga ahli baha.n pclcdak yang dltugaskan
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o dltujukan kepada Kapoida u p Dlr ckturl

25 T 2008 Ne s

. "1zm pcmbuatan dengan mcnggunakan Mobﬂ atau Mcsm Pcncampur d;_f:l >

__kzim dcngan mcicng_,kapi

1. “surat pcrnyataan kerja sama antara Produ:scn_atau pcmbuat dc:ilg,axf'_-._-
”ntuk pcmbuatan bahan o

. Pengguna - Akhir. tentang - kcscpakata

oich Produscn atau pcmbuat bahan pcicdak

3. fotokom surat izin guda.ng dan surat izin pemxllkan penguasaan dan.
penyzmpanan bahan peledak yang dxrmhkx Pcngguna Akhir;

.4. berita acara pemcrlksaan lokasi tempat dan peralatan yang digunakan

untuk membuat bahan peledak oleh petugas dari Polda sctempat;
izin pemasukan (Impor atau Re-Impor) bahan peledak, permohonan

" ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

1. fotokopi surat pcnunjukzm sebagax Produsen dan Distributor bahan
peledak; - :

2. Surat Izin Usaha Perdagangan dari Departemen Perdagangan;

. rincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan di mpor atau Re-
Impor (rencana kebutuhan bahan peledak);

rencana penggunaan atau pendistribusian bahan peledak;

rincian asal negara bahan peledak yang akan di impor;

tempat pelabuhan kedatangan atau pemasukan bahan peledak;
gudang tfempat penyimpanan bahan peledak yang akan dimasukan;

N R

fotokopi surat izin pembelian dan penggunaan bahan peledak
bilamana bahan peledak yang diimpor dldlStI’lbUSlkan langsung ke
Pengguna Akhir;

izin pengeluaran {(EFkspor atau Re-Ekspor) bahan peledak, permohonan
ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi;

1. rekomendasi Kapolda;
2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢;

izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan ditujukan
kepada Kapoln u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

1. rekomendas: Kapolda;
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" Ditjen Mmyak dan Gas Bumi bagi Pengguna Akhir di wilayah

rekomendas1 dari Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atau

penambangan dan khusus untuk penambangan batu golongan C .dari

Dinas Pertambangan Daerah
. __;__"_fotokopx izin gudang bahan peledak

.:""fotokopl ” izin pemmkan penguasaan dan penylmpanan bahan
.'peledak .

o 1 izin pembehan dan pendistnbusmn bahan peledaix permohonan ditujukan
) kepada Kapolrz u.p. Kabaintelkam Polri, dengzm melengkapi:

3.
-4,
izin pengangkutan “dalam 2’ (dua) wilayah Polda atau lebih, permohonan
ditujukan kepada Kapoln u.p. Kabaintelkam Polri, dengan meiengkap1
1.
2.
3.
4,

rekomenda31 Kapolda

_-fotokopi izin gudang bahan peiedak

fotokopi izin pemﬂikan penggunaan, dan penympanan bahan

peledak;

kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g;

rekomendasi Kapolda tempat asal bahan peledak;

- rekomendasi 'Kapclda tempat tujuan pengangkutan bahan peledak;

berita acara cek fisik bahan peledak yang akan diangkut;
kelengkdpan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h;

k. izin pengalihan peﬁg_gunaan bahan peledak, permohonan ditujukan kepada
Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

L.
2.

rekomendasi Kapolda;
kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i;

l. izin penghibahan bahan peiédak, permohonan ditujukan kepada Kapolri
u.p. Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:

L.
2.

izin peﬁggunaan_. sisa bahan peledak, penndhonan ditujukan kepada

rekomendasi Kapolda;

kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurufj;

Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dengan melengkapi:

1.
2.

rekomendasi Kapolda;

kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k;
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izin pemusnahan bahan peiedak_,]ﬁpcimqhgngn d_itujui;_an_ kepada Kapolri. - i

w.p. Kabaintelkam Polri, dangan,n}e_icngkgpi; o

L rekdmendasi_ Kap_o__lda; S O T
2. kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalem Pasal 26 hurof ;-

 izin uji coba bahan peledak, permohonan dinjukan kepada Kapolri wp.
. Kabamtelkam?olrl,denganmeleugkam S Tl

2. kelengkapan lainnya s_é_bgg_ai_n;ané dxmaksuddaiam Pasal 26 huruf m.
R I e, . o
Semua jenis izin bahan peledak ‘wajib di__leﬁgkapi - persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 26 dan Pasal 27, dan untuk izinnya
ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, kecuali:

a. izin gudang bahan peledak untuk usaha. mineral, batubara, dan
panas bumi . dikeluarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas
Bumi; ' .

b. izin gudang bahan peledak untuk usaha minyak dan gas bumi
dikeluarkan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi; - :

c. izin lpengangkutan bahan peledak dalam safu wilayah Polda
dikeluarkan oleh Dirintelkam Polda atas nama Kapolda.

Khusus izin pembuataﬁ bahan peledak dengan Mobil atau Mesin
Pencampur yang dilaksanakan dilokasi Pengguna Akhir, ditandat.angani
oleh Kapolda. | ; ,

Paragraf 2

Bunga Api

Pasal 29

Prosedur pengajuan surat keterangan ‘sebagai impor'tir.‘ atau produsen
bunga api. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , permohonan
diajukan kepada Kapolri u.p. ‘Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi
persyaratan sebagai berikut:

a.  data perusahaan;

b, memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. memiliki Tanda Daftar Pe usahaan (TDP);



" memlhkl Surat Reg1strasx Pabean (SRP), |
mem1hk1 Angka Pengenal importlr Umum (API-U)
) mem111k1 da‘ta tenaga ahli; '
- 5 memihkz surat keterangan dom151h perusahaan

"I"i'memﬂlkl merk produk yang terdaftar pada Du'ektur Jenderal Hak
 Cipta, Merk dan Paten Departemen Hukum dan HAM RI.

(2) ___;Prosedur perizinan_ gudang bunga api sebagaunana ‘dimaksud dalam
- Pasal 24 ayat (1) huruf b sebaga1 berikut:

a. - mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda uwp.
. Direktur Intelkam Polda;

b mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam
- Polri dengan dilengkapi:

CEga rh e

i
>

1. rekomendasi Kapolda;

2. Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
3. lokasi atau denah gudang

4. fotogudang:

5. data Satpam;

6.  surat keterangan sebagai importir atau pengadaan bunga api.

(3) Prosedur perizinan pemilikan, penguasaan dan peﬁyimpanan bunga api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( }) huruf ¢, sebagai berikut:

a.  mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p.
Dirintelkam Polda;

b. 'mengajukan permohonan izin kepada'Kapolri w.p. Kabaintelkam
Polri dengan dilengkapi:

1. rekomendasi Kapolda;

- 2. data perusahaan,
‘3. Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
4, lokasi atau denah gudang;
5.  foto gudang;
6. data Satpam;
7.

surat keterangan sebagai importir atau pengadaan bunga api.
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(4) Prosedur penzman memasukan (xmper) bunga api’ sebagalmana
- dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf @, sebagax berikut:. '

a. menga]ukan permohonan rekomendam kepada Kapolda wp.
Dirintelkam Polda; . - e =

b mengajukan pennohonan izin kepada Kapoln up Kabamtelkam L
- Polri dengan dllcngkap1 L RO . -

‘1.~ rekomendasi Kapolda PR

2. surat keterangan sebagal 1mport1r atau produsen bunga api;
3. suratizin gudang bunga api;”
4

~ surat izin pemzhkan penguasaan dan penyxmpanan bunga
api; -
daftar barang yang akan dnmpor

o »

rencana pendlstrlbusmn dan jumlah bunga api yang akan .
didistribusikan;

7.  melampirkan jenis dan _;umlah bunga api yang akan dnmpor-
meliputi spesifikasi teknis ukuran dan berat bunga api.

(5) Prosedur perizinan pendistribusian bunga api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapoida wp.
Dirintelkam Polda;

b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam
Polri dengan dilengkapi: :

a. rekomendasi Kapolda;

b. Rerita Acara Pemasukan bunga api;

¢. surat izin memasukkan (impor);

d. surat izin gudang bunga ap1

e. surat izin pemilikan, penJuasaan dan penylmpanan bunga ¢ api;
d. laporan realisasi impor bunga api;

e. daftar barang yang telah diimpor (packing lisz);

f bukiti pengiriman barang (invéfce).

(6) Prosedur perizinan produksi bunga api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
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2.

Polda;

3

10.

. o 'mengajuk_an permohonan vrrek_omendasi kepada Kapolda wp.
- Dirinitelkam Polda; . - .
b ‘mengajukan permohonan izin kepada Kapolri w.p. Kabaintelkam
~ Polri dengan dilengkapi: |
o 1i rekomendasi Kapolda;

*data perusahaan;

rencana pendistribusian dan jumlah bunga api yang akan
didistribusikan; '

melampirkan jenis dan jumlah Bunga Api yang akan

-diproduksi;

contoh g_ambar bunga api yang dimohon dan spesifikasi dan
teknis (spektek) meliputi ukuran dan berat bunga api;

Berita Acara Pemeriksaan Gudang;
surat izinké’terangan produksi bunga api dari Pemda

- setempat; |
 surat izin gudang bunga api;

surat izin pemilikun, penguasaan dan penyimpanan bunga
api; :
data tenaga ahli.

Pasal 30

Prosedur perizinan pembelian dan penggunaan bunga api yang mempunyai
efek ledakan yang berisi lebih dari 20 (dua puluh) gram mesit atau
berdiameter lebih dari 2 (dua) inchi oleh badan usaha yang profesional di
bidang bunga api adalah sebagai berikut: '

a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam
'b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri wp. Kabaintelkam Polri
dengan dilengkapi:
L rekomendasi Kapolda;

data perusahaan;

2
3. melampirkan jenis dan jumlah Bunga Api yang akan digunakan;
4. data persediaan stock bunga api yang dimiliki;

5

asal usul pembelian bunga api;
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6 data tenaga ahh CEEEat s
’7 | surat izin keramamn darx Polda setempat

i 8. laporan pelaksanaan keglatan selama 6 (enam) bulan terakhlr |

(1) Proses permnan terhadap baha.n pel' dak -a_’_fau yang dlgolongkan sebagai
gt ahm peledak (bunga apl)’ dllﬁkﬁkﬁn

(2)

~bahan peledak dan formula dz

| 1angkah~1angkah sebagai benkut_ S g

a. Polsek melakukan pengecekan d1 lapangan dan berdasarkaﬂ hasil =

~_pengecekan dikeluarkan surat ~ keterangan ‘atai 'laporan - hasil -
- pengecekan yang ditandatangani Kapolsek ‘dan dlsampalkan kepada

. Pasal 3 1.

Kapolres atau Kapolresta atau Kapoltabes

b.. berdasarkan surat Keterangan atau laporan hasﬂ pengecekan dari

Polsek setempat, Polres atau Polresta atau Poltabes mengeluarkan

surat saran yang ditandatangani oleh Kapolres atau Kapolresta atau

Kapoltabes dan disampalkan kepada K.apolwﬂ atan Kapolwiltabes;

c. berdasarkan surat keterangan atau laporan. sebagaimana dimaksud .

pada huruf b, Polwil atau Polwiltabes mengeluarkan surat saran yang
ditandatangani oleh Kapoiwxl atau. Kapolwzltabes dan disampaikan
kepada Kapolda; : s :

d. berdasarkan hasil penelitian permohonan dan memperhatikan surat
saran dari Polres atau Polwiltabes, Polda mengeluarkan surat
rekomendasi yang ditandatangani oleh Kapolda c.q. Dirintelkam
Polda, kecuali rekomendasi pengangkutan bahan peledak untuk
pemindahan, pemusnahan, dan uji coba gudang yang lokasinya dalam
satu wilayah Polda, rekomendasi dltandatangam oleh Kapolres atau
pejabat yang diberi wewenan 2.

Semua jenis surat izin yang berkaitan dengan bahan peledak
ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri,- kecuali surat
izin pengangkutan bahan peledak untuk pemindahan, pemusnahan dan uji
coba yang gudang lokasinya dalam satu wilayah Polda, surat izin ditanda
tangani oleh Kapolda atau pejabut yang diberi wewenang.

Paragraf 3
Bahan Kimia
Pasal 32

(1) Impor jenis bahan kimia wajib mendapat rekomendasi Kapolri ¢.q.

Kabaintelkam Polri.
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(2) prosedur pengaguan pexmohonan rekomendasi_sebagaimana dimaksud
. pada ayat (1) diajukan kepada Kapolrl u. p Kabamteikam Polri dengan
.Epersyaratan sebaga1 berlkut | | |
b kor "nd st sebagal zmportir terdaftar dari Dephan, o
e, suratper un_;ukan_”ebagm importir terdaﬂar dan Dnjen Daglu
d. surat izin usaha perdagangan (SIUP), e
e -_ltanda daftar perusahaan (TDP); |
f.  angka pengenal importir (API- )
g. . . surat, pengukuhan pengusaha kena pajak dan Dxrjen Pajak atan

h melamplrkan data jCIHS dan Jumlah bahan k1m1a yang akan
. diimpor; ‘
Ch melampxrkan data. rencana gems dan jumlah bahan kimia yang akan
. didistribusikan ;
Jo __'meiamplrkan data jenis dan _;umlah bahan kimia yang telah diimpor
o dan:didistribusikan ;
k. melampirkan certifikat of analisis bahan kimia yang akan di impor;
L melampirkan data tenaga ahli.

_(3) Prosedur impor bahan kimia khusus jenis Nitro Cellulose (NC)
| _ perizinannya diatur, sebagai berikut:

'a. - Nitro Cellulose dengan N Content 12,6 % ke atas, ketentualmya
-disamakan dengan bahan peledak sebagaimana diatur dalam
-peraturan ini; -

b. Nitro Cellulose dengan Iv Content ‘di bawah 12,6 %, ketentuan

impor harus ada rekomendasi dari Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri.
(4) Pengguna Akhir dilarang membeli bahan-bahan kimia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
~ Bagian Ketiga
Masa Berlaku [zin
Paragraf 1
Izin Gudang Bahan Peledak
, Pasal 33
(1) Izin penggunaan gudang bahan peledak untuk proyek yang permanen

atau jangka panjang diberikan izin selama 5 (lima) tahun dan untuk yang
temporer diberikan izin selama 1 (satu) tahun.




1 | (@ Iznsebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan.
1. dapat diperpanjang unfuk jangka wakiu sesual dengan izin yang telah

- diberikan.” -

(3 Permohonan perpanjangan sebogaimana dimaksud pada ayat (2),
" dijukan paling lambat 3 (fige) bulensebelum habis masa berekonye,

- Paragraf2

w | (1) Izin pemilikan, pengu aan, dan penyimpanan bahan peledak berlaku i
.| ... paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan izin usaha atau surat
‘n perintah kerja -atau izin - penambangan. -daerah atau surat kuasa . -
.0t pertambangan -atau. Konfrak Karya atau Perjanjian Karya, Kontrak -
_+Kontrzktor Kerja Sama (KKKS) atau Kontrak Operasi Bersama (Joinz .
Operation Contract) atau sesuai dengan masa berlakunya izin gudang "
yang dikeluarkan oleh Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atau ™

. L s - Ditjen Minyak dan Gas Bumi.

L 9(2) ' Izin sebagaimana dimaksud pada ayat _(51),:',_'(_1:21:;5&.': diperpanjang dengan
. mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan
; - sebelum habis masa berlakunya. - |

(3) Surat izin yang sudah tidak ligunakan atau habis masa berlakunya
dalam waktu 1 (satu) minggu harus segera dikembalikan kepada Kapolr:
~ u.p. Kabaintelkam Polri dengan disertai laporan akhir tentang sisa bahan
| peledak yang belum habis digunakan. | S
0 7’ (4)  Pemilik izin setiap 3 (tiga) bulan wajib melaporkan secara periodik
i situasi gudang atau konstruksi, penjagaan dan sistim administrasi bahan
peledak kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan
Kapolda setempat. __—

n

o

? Paragraf 3
Izin Pembuatan Bahan Peledak
al FEEITEIRE

(1) Izin pembuatan (produksi) bahan peledak berlaku paling lama 5 (lima)
tahun, terhitung sejak tanggal izin tersebut dikeluarkan dan dalam surat
izin pembuatan melekat izin pendistribusian kepada Pengguna Akhir.

g ‘ (2) Untuk izin pembuatan (produksi) baban peledak dengan menggunakan
' mobil atau mesin pencampur baik di lokasi maupun di luar lokasi
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.'; '_"'.,-_.'-':_?:_Penggl.ma Akhzr ‘berlaku palmg lama 5 (1ma) tahun dan atau sesuai
"~ ‘dengan masa - berlakunya izin ‘pemilikan, penguasaan dan penyimpanan

S bahan peledak serta izin gudang yang dimiliki oleh Pengguna Akhir,

B __(3)_"_::_'_Izm sebagalmana dima.ksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang
" dengan mengajukan permohonan pahng lambat 3. (tlga) ‘bulan sebelum
- i';habxs masa berlakunya i

E e e Paragraf4

Izm Pemasukan (Import atay Re-Import) atau Pengeluaran (Eksport

atau Re—Eksport) Bahan Peledak

BRI Ly L e “Pasal 36
Y Izm Pemasukan (zmporlj bahan peledak meliputi:
" a. bahan peledak buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah
o _'Repubhk Indonesia untuk disimpan atau ditimbun di gudang -gudang
. bahan peledak di Pulau Momoi Batam;
b. bahan peledak buatan luar negeri yang disimpan di gudang-gudang
~ bahan peledak Pulau Momoi Batam sebagaimana dimaksud pada
*huruf a, yang kemudian d1d13tr1bus1kan ke dalam wilayah Republik
Indonesm lainnya;
¢, bahan peledak buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam w1layah

“ Republik . Indonesia untuk Produsen dan Distributor guna
- didistribusikan ke Pengguna Akhir.

Q) Izin bahan peledak buatan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘huruf a diberikan izin-khusus yang dikeluarkan oleh Polda Kepulauan
Riau, dengan masa berlaku selama ] (satu) bulan. -

(3) Izin Pemasukan Kembali atau Re—[mpo;t bahan peledak meliputi:
a. bahan peledak buatan dalam negeri yang telah dikeluarkan dari
‘wilayah Republik Indonesia, yang kemudian dimasukkan kembali ke
dalam wilayah Republik Indonesia;

b. bahan peledak buatan dalam negeri yang disimpan di gudang Pulau
Momoi Batam yang kemudian didistribusikan ke dalam wilayah
Republik Indonesia lainnya.

Pasal 37
(1) Izin Pengeiuaran atau Ekspor bahan peledak meliputi:

a. bahan peledak buatan dalam negeri yang dipindahkan untuk disimpan
atau ditimbun di gudang-gudang bahan peledak di Pulau Momoti
Batam;
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b bahan peledak buatan dalam negen atau asal pemmdaha.n dan dalam s
‘wilayah Republik - Indonesia yang disimpan atau ditimbun di gudang
- bahan = peiedak Pulau Momoi Batam sebaga.lmana dimaksud pada
- -huruf a, yang kemudian. dldzstrlbumkan atau dxkcluarkan ke luar: L
f_-:_‘wzlayah Repubhk Indonesxa_ e

(2) Izm Penceluaran Kembah (Re-—Eksport) bahan peledak mehputl

2. bahan peledak buatan luar negeri yang telah dzmasukkan ke dalam

- wilayah'  Republik Indonesia tanpa melalui penggudangan di Pulau - |

~Momoi Batam, yang dlpmda.hkan untuk penyimpanannya atau
-'pemrnbunannya di gudang-gudang bahan peledak ch Pulau MOle. |
Batarn R : . '

b. bahan peledak buatan iua negen asal pemmc‘tahan dari dalam
- wilayah Republik Indonesia yang berasal dari Produsen, Distributor
_ dan Pengguna Akhir dan/atau yang disimpan di gudang-gudang bahan
* peledak Pulau Momoi Batam sebagalmana dimaksud. pada huruf a,
yang kemudian dlkeluarkan kembah ke luar wﬂayah Repubhk
"--Indonesxa o : . . :

- Pasal 38 |

(1) Izin untuk memasuk}\an atau mengeluarkan bahan peledak berlaku untuk
Jjangka _waktu 6 (enam) bulan terhxtung sejak tanggal izin. tersebut
dlkeluarkan ' : . . . _

(2) Izin sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat dxperpan_]ang hanya 1
(satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, ‘dengan mengajukan
permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(3) Apabila izin pemasukan (Import atau Re-]mport) atau pengeluaran
(Eksport atau Re-Eksport) bahan pel ledak tidak dipergunakan lagi atau -
tidak digunakan untuk melaksanakan impor sampai lewat masa
berlakunya, maka izin pemasukan (fmport atau Re-Imporf) atau
pengeluaran (Eksport atau Re-Eksporf) bahan peledak tersébut tidak dapat
diperpanjang.

(4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah bahan

peledak tiba di pelabuhan yang telah ditentukan, harus dilaporkan tibanya
bahan peledak tersebut kepada kepolisian setempat.

: fbahéin peledak_ 'buatan_ _dalam negeri yang-'dldasmbumkan ke luar .



S wakte 6 (enam) bulan terhltung sejak tanggal izin tersebut dikeluarkan.
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ST _ Paragraf 5
| | Izm Pembehan dan Penggunaan Bahan Peledak
Pasal 39.

Izm untuk pembelian dan penggunaan bahan pe edak berlaku untuk jangka

:-Izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat “diperpanjang hanya 1

(satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan ketentuan:

fir ca untuk bahan peledak yang belum direalisir pembeliannya,;

@)

b untuk sma ‘bahan peiedak yang belum habis digunakan.

. Ketentuan mengenai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat '

(2), diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, 1 (satu) bulan
sebelum habis masa berlakunya dengan disertai rekomendasi Kapolda

setempat dengan dﬂampm laporan realisasi pembelian.

Sisa bahan peledak yang belum digunakan. sebagalmana dimaksud pada

"+ ayat (2) huruf b dituangkan dalem berita acara pemerlksaan yang dibuat

)

6

dan ditandatangani oleh kepolzslan setempat.

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah bahan -
peledak yang diizinkan untuk dibeli tiba di gudang pembeli, harus segera
dilaporkan kepada Kepolisian setempat (Polsek atau Polres atau Polwil
atau Polda) dengan tembusan Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.

Surat izin yaﬁg sudah tidak digunakan lagi atau habis masa berlakunya
dalam waktu 1 (satu) minggu harus segera dikembalikan kepada Kapolri

S up. Kabaintelkam Polri beserta laporan penggunaannya.

(7

Apabila izin pembelian dan penggunaan bahan peledak tidak dipergunakan

lagi atau tidak melaksanakan pembelian dan penggunaan bahan peledak

sampai lewat masa berlakunya, maka izin pembelian dan penggunaan

tidak dapat diperpanjang.
' Paragraf 6
Izin Pengalihan Penggunaan Dan Izin Hibah Bahan Peledak

Pasal 40

Sorat izin pengalihan penggunaan dan izin hibah bahan peledak berlaku untuk
jangka walktu 3 (tiga) bulan terhitung s+jak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat
d}perpanjang




!
- ak

- ian

- uk
sat

_penggunazn, pemusnahan, dan uji €0

_ keperlun atau pemakaian.
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(1)

2

IszengangkutanBahanPeledak o

Izin ~pengangkutan  bahan - peledak untuk . keperluan. pengalihen S

lzin pengangkutan untuk penggunaan atau pemi
bahan peledak berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. -
" Izin Pemusnahan Béhazi Peledak
Cpasald2 |
Tzin pemusnahan bahan peledak "._'bf:rlal{u untuk jangka waktu-3 (tiga)
bulan, terhitung sejak tanggal dikaluarkai_n dan tidak dapat diperpanjang.
Apabila izin pemusnahan bahan p_aledak _sebaga_imaria',dhnaksud pada ayat
(1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus diajukan
permohonan baru. BN - .
Paragraf 9
Bunga Api
Pasal 43

Surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga ‘api dan izin yang
dimiliki oleh Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang bunga apl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), masa berlaku diberikan

selama 1 (satu) tahun.
Surat keterangan sebagai importir atau produsen bunga api dan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan mengajukan permohonan safu bulan

sebelum berakhir masa berlakunya.

Paragraf 10

Bahan Kimia
Pasal 44

Rekomendasi impor bahan Kimia, berlaku selama satu tahun dan dapat

diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengajukan
permohonan satu bulan sebelurn berakhir masa berlakunya

ba hanya berlaku untuk 1 (satw) kali .

aan ata pemindahan penggudangan
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Bagian Keempat
» -Kewajiban Pexﬁegang Izin
‘Pasal 45

e Produsen dan D15tr1butor bahan peledak berkewajlban

-menyediakan Jems-Jems bahan peledak berkuahtas yang chperlukan oleh
__ ;_.:.Pengguna Akhir, o _

“mengamankan bahan peledak yang dxsunpan dan yang didistribusikan
* kepada Pengguna Akhir;

C.. mélakukan. seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan;

memiliki tenaga ahli bahan peledak;

membuat lapofan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri secara periodik

“tentang hasil produksi dan pendistribusiannya serta realisasi pemasukan
~dan pendmtnbusmnnya bahan peledak

Pasal 46

' Distrzbutor bunga api berkewajiban:

menyediakan j Jems-Jems bunga api yang berkualitas;

mengamankan bunga api yang disimpan dan yang didistribusikan kepada
Pengguna Akhir; :

-melakukan seluruh kegiatan usa.hanya sesuai dengan ketentuan;
. memiliki tenaga. ahli bunga api;

membuat laporan kepada Kapolri uw.p. Kabainteltkam Polri secara periodik
tentang realisasi import/pemasukan dan pendistribusian bunga api;

Pasal 47

Distributor bahan kimia berkewajiban:

menyediakan jenis-jenis bahan kimia yang berkualitas;

mengamankan bahan kimia yang disimpan dan yang didistribusikan
kepada Pengguna Akhir;

melakukan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan;

d. memiliki tenaga ahli bahan kimia;

membuat laporan kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri secara periodik
tentang realisasi import/pemasukan dan pendistribusian bahan kimia.




i
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: ( 1) Pengguna Akhn‘ berkewajlban

a.
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Pasai 48

menenmkan dengan pastl 3e ais. dan jumla.h bahan peledak yang'_' B

_ _dxperlukan sesuai rencana penggunaan bahan peledak setlap 6 (enam) |
bcrtanggung ;awab atas' :--I\eamanan" _bahan paledak yang dlmlhkl ba1k';._'f_';'j:
‘yang - dzszmpan di gudang maupun yang dxgunakan 'untuk keglatan'_f' :
:usahanya )

) -menyedlakan sarana dan prasarana pengangkutan bahan peledak dari
_gudang | ke lokasi peledakan; dan '

. membuat laporan kepada Kap01r1 u p Kabamtelkam Poh's~ secara penodlk .
tentang penggunaan bahan peledak dan persedzaan/stock aI\hlr bahan

peledak dalam gudang. .

. (2) Sarana dan prasarana angkutan sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huraf ¢
wajib memenuhi persyaratan teknis termasuk kontamer dan dikawal oleh
petugas Polri dan Petugas Satpam..

Pasal 49

(1) Produsen, Distributor dan pengguna akhir, palmg lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan pengangkutan bahan peledak dalam hal .
pemasukan, pengeluaran, re-eksport, pembelian, alih guna, dan
pengangkutan antar wilayah, wajib. melaporkan rencana pengangkutan
kepada Kapolri ¢.q. Kabamtelkam Polr; dan Kepolisian sétempat dengan
melampirkan:

2)

a.

surat perintah kerja dari importir atau pengguna akhir kepada pelaksana
angkut bahan peledak; :

daftar jenis, macam dan jumlah bahan' peledak yang akan diangkut
berdasarkan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kapolri;

daftar jenis dan jumlah sarana angkut yang akan digunakan untuk
mengangkut bahan peledak serta jalur yang akan dilewati;

surat permintaan bantuan pengamanan dalam pengangkutan bahan
peledak kepada kepolisian setempat.

Produsen, Distributor dan pengguna akhir, yang akan melakukan
pengangkutan bahan peledak, wajib menggunakan perusahaan angkutan
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi, antara lain:



o _l berbentuk badan hukum '

| 2 memlhkz Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),

3 memﬂikl Nomor Pokok Wajlb PaJak (NPWP) B
s '_'_4 memlilkl Tanda Daﬁar Perusahaan (TDP) D

emﬂlkl Surat Keterangan Domlsxh Perusahaan, S

. '"Persy_ ) _atan teknis, antara lain:
o 1‘.-'-mempunya1 pengalama.n dalarn melaksaﬂakan pengangkutan bahan
R X memxlﬂcx atau dapat menyedlakan sarana angkutan bahan peledak
| “"-'yang memenuhi persyaratan;

3. memiliki personil yang berpengetahuan dan berpengalaman di
bidang pengangkutan bahan peledak.

() Selam memenuhl persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

() huruf b produsen, distributor dan pengguna akhir wajib
‘memperhatikan  tata cara pengamanan dan pengawalan dalam
pengangkutan bahan peledak.

- (4) Produsen, distributor dan pengguné akhir wajib bekerja sama dengan
Petugas Polri yang mengawal bahan peledak.

‘BABYV
. PENGAMANAN BAHAN PELEDAK
Bagian Kesatu
Pengamanan Dalam Pembuatan Bahan Peledak
‘ Pasal 50
(1) Dalam pembuatan ' bahan peledek, Produsen bahan peledak wajib

memiliki:
a. lahan untuk pabrik pembuatan bahan peledak;
b. gudang penyimpanan bahan baku bahan peledak;
¢. gudang penyimpanan hasil produksi bahan peledak.

(2) Pembuatan bahan peledak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha
Milik Negara atau Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan
persyaratan sebagai berikut;

a. pabrik harus memenuhi ketentuan teknis dari segi keselamatan dan
keamanan;
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. ”':_.bahan peledak hasxl produk51 dikemas_ dalam kotak yang terbuat dar:t:: e
~kayu atau karton  yang bertuliskan “MTImHATI BERBAHAYA_' S

ey

(2)

S btxdak memmbulkan gangguan b 5danl tldak merugﬁcan

i ’_:f_masya.rakat sekltamya,

| c : 'fbahan peiedak yang diprodukm harus mencantumkan logo produsen  _ ;.

- BAHAN PELEDAK SIMPAN BAIK-BAIK” dan -

- f 'mematuhl ketentuan yang dltetapkan oieh mstan51 terkalt

Bagian Kedua
Pengamanan Daiam Pengangkutan Bahan Peledak
PasaiSl b
Pengangkutan- bahan peledak melalui darat, laut maupun udara wajib
menggunakan sarana angkut yang memenphi persyaratan.

Sarana angkut bahan peledak melalui darat ' dengan menggunakan
kendaraan truck atau pick up harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. mesin, stang-stir, persneling, rem, per, shock breaker, ban, lampu dan
perlengkapan lainnya harus dalam keadaan baik; .

b. menggunakan bahan bakar berkadar oktan rendah dengan memakai
peredam pada bagian bawah;. o

c. kelengkapan sistem listrik pada kendaraan harus sempurna dan dalam
keadaan baik;

d. knalpot kendaraan harus menggunakan penahan panas (fire arrester)
dan cerobong asap tidak mengarah ke bak pengangkut (loadbak) di
mana bahan peledzak diletakkan;

e. rangka bak pengangkut (body loadbak) harus dalam keadaan baik dan
tinggi dinding kurang lebih 1,50 meter;

f.  Loadbak terbuat dari kayu, apabila terbuat dari besi harus dilapisi
kayu atau papan dan dalam keadaan bersih, serta tidak ada benda lain
vang dapat mengakibatkan benturan atau gesekan atau percikan api
seperti besi dan paku;
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a.

@

. memihki perlengkapan kendaraan lainnya seperti: kunci-kunci, ban

cadangan, terpal yang tahan api atau hujan, alat pemadam kebakaran
sebanyak 2 (dua) buah, kotak P3K, bendera merah dengan ukuran 60

“em X 60 cm, dengan tulisan “BERBAI-{AYA” berwarna putih dengan
' ukurantmgg1 horuf20em; -
»_pengangkutan bahan peledak dengan menggunakan kendaraan lebih
o dari satu, loadbak kendaraan yang. pahng belakang dipasang kain
Sooocowarna merah vkuran 150 cm. X 50 -cm dengan tulisan
“BERBAHAYA?” berwarna putih dengan ukuran tinggi huruf 30 cm;
.. maksimum muatan adalah 80% dari kemampuan muat kendaraan dan
;’..pengangkutan bahan peledak jenis detonator tidak boleh dicampur

dengan jenis bahan peledak lainnya.

(3) Khusus untuk pengangkutan bahan baku bahan peledak jenis ammonium

nitrate dapat diizinkan menggunakan truck atau pick-up sesuai daya
angkut atau muat kendaraan dan/atau memakai fruck buck terbuka untuk
mengangkut ammonium nitrate yang dikemas dengan jumbo bag dengan
ketentuan harus ditutup dengan terpal dan diikat dengan tambang yang
cukup kuat.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan dan
pengemudl harus dilengkapi dengan:

“surat kendaraan, antara lain:

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
buku KIR;

kartu izin pemakai kendaraan;

surat jaminan Jasa Raharja;

surat lunas membayar pajak kendaraan;

6. Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA);

surat-surat pengemudi: | o

1. SIM yang berlaku untuk jenis kendaraan tersebut;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. Surat Perintah Penugasan dari perusahaan angkutan.

Pasal 52

Al bl

Sarana angkut bahan peledak dengan menggunakan kereta api harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

mempergunakan lokomotif bermesin diesel dan dilengkapi dengan alat
pencegah terjadinya perambatan api atau penangkap percikan api (fire
arrester) yang memadai;




. b _-'gerbong yang d}pergunakan _berupa gerbong barang yang bebas dam E
o :_"penumpang, B R R _ o S

o gebong ‘iempat Penylmpaﬂ:.ﬂ'ézbahan.Peledak__hams"':'xlapls1 dengan papan -
. dengan pintu gerbong mempunyai ku e N
. ;r-_-:__?f_f-memxhkl 2 (dua) btiah_ alat _--pemadaxn kebakaran -yang dtletakkan deka---, S
:;_Pemgas pengawal berad o

 dipasang kain warna merah dengan ukuran 150*-? =

om X 50 om dengaﬁ tulisan “BERBAHAYA” _berwarna_ putxh dengan:f' o

Eraty 'ukuran fmggi huruf 30.cm ditempatkan pada sampmg gerbong, e .
L f._:.__gerbong yang. memuat bahan peledak }ems detonator harus terplsahff__"j_.__._'_

o e ---dengan gerbong yang memuat Jenis bahan peledak lamnya,

g “memiliki kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dengan oba’c~ |
obatan ; h g L1l .
Pasal 53

" 'Sarana angkut bahan peledak. dengan menggunakan gerobak harus memenuh1
- ketentuan sebagai berikut: .

a. gerobak dalam keadaan ba1k dan bag1an dalam bak dliapisx papan serta
- tidak ada benda lain-yang dapat mengakibatkan benturan atau gesekan atau
percikan api seperti besi dan pakuy;

- b. “pemuatan bahan peledak disesuaikan dengan kemampuan gerobak
c. pada waktu gerobak ditarik agar dilaksanakan dengan hati-hati;

d. bahan peledak jenis detonator tid&k boleh diangkut bersama dengan jenis
bahan peledak 1amnya o

Pasal 54

Sarana angkut bahan peledak dengan menggunakan kapal laut harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut: '

a. kapal laut yang digunakan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan
Departemen Perhubungan Laut (Deperla) antara lain jenis kapal dan
trayek; :

b. apabila meiiggunakaﬁ- kapal barang, penyimpanan bahan peledak
ditempatkan jauh dari mesin kapal dan tidak boleh dicampur dengan
barang lain;

c. memasang bendera merah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam
pelayaran. ‘
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' Pasal 55

Sarana angkutan bahan pelequ_dengm menggunakan pesawat udara atau
helikopter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

o

(D

chuis

. :.‘;,_pggg@gkutan_ b_aha_._n::p'elé_dgk yang r .empefgunakan pesawat udara atau
= * helikopter - tidak - dibénarkan  berpenumpang lain, - kecuali ~petugas
 pengamanan, mekani da pilo S

sus pengangkutan bahan peledak dengan helikopter, dengan cara

* digantung di bawah helikopter dengan jarak aman 3 (lima) meter;

pelaksanaan pengangkﬁtan bahan peledak jenis Detonator dilaksanakan

 “secara terpisah dengan jenis bahan peledak lainnya;
.. pesawat udara atau helikopter yang sedang mengangkut bahan peledak

atau Detonator, dilarang menggunakan atau menghidupkan peralatan
transmitter, radar, radio dan peralatan elektronik lainnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di darat yang diangkut
menggunakan truck atau pick up atau kereta api dan gerobak, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bahan peledak hariis dipak secara benar dan dimasukkan ke dalam
kemasannya masing-masing;

b. bongkar muat dilakukan pada siang hari antara pukul 08.00 sampai
dengan 18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat
dilakukan pada malam hari dan wajib menggunakan penerangan
listrik yang terpasang dengan jarak paling dekat S (lima) meter dari
bahan peledak; '

c. untuk bongkar muat bahan peledak dilarang menggunakan pengait
dan atau forklift; -

d. selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang
mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah
menimbulkan api;

e. bongkar muat bahan peledak tidak boleh dilaksanakan pada waktu
hujan lebat, petir dan di tempat-tempat keramaian;

f.  bongkar muat bahan peledak wajib dilaksanakan secara hati-hati dan
dihindari benturan, bantingan, gesekan serta hentakan.
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(2) Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di pelabuhan laut atau ..
perairan yang dlangkut menggunakan kapal Iaut, harus memenuhi-
ketentuan sebagai berikut: : '

3)

a.

~ bahan peledak harus d1 pak secara benar dan dlmasukkan ke dalam: ‘

kemasannya masmg—masmg, o

. ‘bongkar muat dﬂakukan pada szang han pukul 08 00 sampai dengan .

18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat

~ _dilakukan pada malam hari dan wajib ada izin dari administrator
pelabuhan (Adpel' atau Syah Bandar) seterapat serta  wajib’

menggunakan penerangan listrik dengan jarak paling kurang 5 (lima)
meter dari bahan peledak;

bongkar muat terhadap Detonator dan Dinamit dilarang
menggunakan pengait dan atau forklift;

selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang
mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah
menimbulkan api; :

bongkar muat bahan peledak tidak boleh dilaksanakan pada waktu
hujan lebat, petir dantempat-tempat keramaian;

bongkar muat wajib dilakukan secara hati-hati dan dihindari benturan,
bantingan, gesekan serta hentakan.

Dalam melaksanakan bongkar muat bahan peledak di pelabuhan udara,
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

bahan peledak tersebut harus dipak secara: benar dan dimasukkan ke
dalam kemasannya masing-masing;

bongkar muat dilakukan pada siang hari pukul 08.00 sampai dengan
18.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan terpaksa dapat
dilakukan pada malam hari dan wajib ada izin penanggung jawab
keamanan lapangan udara (4irport Authority) dengan menggunakan
penerangan listrik dengan jarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari
bahan peledak;

bongkar muat Detonator dan Dinamit dilarang menggunakan pengait
dan atau forklifi;

selama bongkar muat, orang yang tidak berkepentingan dilarang
mendekat, merokok atau membawa barang-barang yang mudah
menimbulkan api;
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bongkar muat wajib dilakukan secara hati-hati dan dihindari benturan,

-~ bantingan, gesekan dan hentakan; .
| bongkar muat bahan peiedak tidak boleh dilakukan pada waktu hujan

el - la_bé_,t_,__;ada petir dan di tempat-tempat keramaian.

Bagian Ketiga -

Petugas Pengamanan atau Pengawalan

o "Pa_sal 57

. (1)Da1am .raﬁgka_.pengarnanau_.peng'a,hgkutan bahan peledak, Pengguna Akhir

- atau- Badan Usaha Angkutan mer gajukan surat permohonan bantuan

U * pengamanan kepada Kepolisian setempat, dengan ketentuan sebagai
. berikut: , P

Q.

@

)

a.

untuk angkutan dalam satu wilayah Polres, permohonan diajukan

. k_epgda Kapolsek atau Kapolres;

untuk angkutan antar Polres dalam satu wilayah Polda, permohonan

diajukan kepada Kapolres atau Kapolwil atau Kapolda;

" untuk angkutan antar Polda, permohonan diajukan kepada Kapolda
- atau Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri.

Surat pénnohonan bantuan pengamanan dalam pengangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyebutkan tujuan dan sarana angkutan, jumlah
petugas pengaman atau pengawal yang diminta dan dilampiri dengan:

a.

macam atau jenis, merk dan jumlah bahan peledak yang akan
diangkut;

kopi Izin Pemasukan (Import atau Re-Imporf) atau Pengeluaran

" (Eksport atau Re-Eksport) atau pembelian dan penggunaan ataul kopt

izin angkut dalam rangka pemindahan atau pemusnahan uji coba
bahan peledak;

surat permyataan yang menyatakan bahwa para petugas pengaman
atau pengawal angkutan bahan peledak yang diminta akan
diasuransikan.

Polsek atau Polres atan Polwil afau Polda atau Mabes Poln setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan bantuan pengamanan atau pengawalan.
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Pasal 58

(1) Kekuatan petugas dalam meiakukan pengamanan atau pengawaian
~ kendaraan truck atau pick up yang membawa bahan peledak dilaksanakan__ ;
S deng'"'"_k_etentuan sebagal berikut e - e

(Saf‘l)”m‘f ’k?ek_‘-la’?aﬁ “petuga

o ___::;'_':_'Ipeﬁgaman”atau peng wal 2
- pengemudi; - S SRR -
b. apab;la kendaraan pengangkut 2 (dua) sampa1 dengan 3 (t;ga) unlt,'
kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) erang dan berada_ -

o d1 sampmg pengemudx kendaraan pertama dan ketiga; :

C. apablla kendaraan pengangkut 4 (empat) sampai dengan 5 (hma) umt _
kekuatan petugas pengaman atau pengawal 3 (tiga) orang dan berada
di samping pengemudi kendaraan pertama, ketiga dan kelima;

d. apabila kendaraan pengangkut 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)
“unit, kekuatan petugas pengaman atau pengawal 5 (lima) orang dan
berada di samping pengemudi kendaraan pertama, -ketiga, kelima,
kedelapan, kesepuluh.

(2) Kekuatan petugas untuk pengamanan atau pengawalan terhadap kendaraan
yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, maka kekuatan petugas
setengah dari jumlah kendaraan pengangkut dan setelah pengangkut
terakhn‘ Wajlb durmgl satu kendaraan pengawal.

Kekuatan petugas dalam. m_elakukan pengamanan atau pengawalan bahan

peledak dengan menggunakan sarana angkut kereta api dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. apabila gerbong barang yang mengangkut bahan peledak se"oanyak 1 (satw)
gerbong maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang
i dan berada pada gerbong tersebut; :

b. apabila gerbong barang yang mengangkut 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga)
unit, maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 2 (dua) orang dan
berada pada gerbong pertama dan ketiga;

c. apabila gerbong barang yang mengangkut 4 (empat) sampai dengan 5
(lima) unit, maka kekuatan jetugas pengaman atau pengawal 3 (tiga)
orang dan berada pada gerbong pertama, ketiga dan kelima;

d. apabila gerbong barang yang mengangkut 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) unit, maka kekuatan petugas pengaman atau pengawal 5 (lima)
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| . orang dan berada pada gerbong pertama, ketiga, kelima, kedelapan dan
. kesepuluh. e

 Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan bahan
ualkandenganbanyalmya bahan peledak yang diangkut dan petugas

R pengaman atau pengawal paling sedikit 2 (dua) orang yang berada di sekitar

| tempat penyimpanan bahan peledak. |
G  Pasal 61
. Kekuatan petugas dalam melakukan pengamanan atau pengawalan bahan
peledak dengan menggunakan pesawat udara atau helikopter, kekuatan petugas
-disesuaikan dengan kebutuhan. -
PR Pasal 62 |
_(1_)_ Ang_gc_)_ta_Polri;yzang ditinjuk untuk melaksanakan tugas pengamanan atau
 pengawalan dalam pengangkutan bahan peledak wajib memenuhi
‘persyaratan: =
~ a dalam keadaan sehat;
b. me_m_iliki disiplin kerja yang baik;
¢. memiliki pengetahuan tentang bahan peledak;
d. menguasai fugas pengamanan atau pengawalan.

(2) Kepala Kesatuan Polri yang ‘akan memberikan pengamanan atau

. pengawalan, menerbitkan surat perintah tugas atau surat perintah jalan
kepada anggota Polri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan atau
pengawalan.

Pasal 63

(1) Sebelum melaksanakan pengamanan atau pengawalan Kepala Kesatuan
Polri atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu memberikan Arahan
Pimpinan Pasukan (APP) dan mengadakan pengecekan kelengkapan para
‘petugas, sebagai berikut:

4. Surat Perintah atau Surat Perintah Jalan;
Kartu Tanda Anggota Polri;
buku catatan;

senjata api, dengan dilengkapi surat izinnya;

LN

pluit, borgol, senter, jas hujan dan keperluan lainnya.




i '(2) Sebelum melaksanakan pengamanan atau pengawaian, petugas meiakukan -j-__:f

' ____;pengecekan terhadap AL AL IR i s

a. sarana angkutan yang dzgunakan apakah telah memenuhx persyaratan ;:f

i b. f;surat—surat atau dokumen_ yang berkaitan_ dengan pengangkutan bahan e

o peledak; Lo Ceme .

(_;_;:'_:'_.jmacam atau Jems merek dan Jumlah bahan peledak yang akan 3

d. Identltas pengemud1 dan kememya, serta membenkan petunjuk

(3)"'Setelah dilaksanakan pengecekan sebaga;mana dnnaksud pada ayat (2),.

7 apabila - tidak ‘memenuhi - ketentuan yang berlaku, maka petugas

. pengamanan atau pengawalan membatalkan keberangkatan dan segera
-_ _.melaporkan kepada atasan yang membenkan permtah penugasan. .

(4) Setelah pengamanan atau pengawalan selesai dllaksanakan, petugas
membuat laporan tertulis kepada atasan yang memberikan perintah dengan
-dilampiri berita acara serah terima bahan peledak.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Kepala
Kesatuan kepada satuan atas secara berjenjang.

Pasal 64

Dalam rangka pengamanan atau pengawalan pelaksanaan angkutan bahan
peledak di darat, para petugas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. selama dalam perjalanan, petugas dan pengemudi serta kernet dilarang
merokok dan minum-minuman yang mengandung alkohol;.

b. harus selalu dalam keadaan waspada;

c. selalu dapat menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh bila
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

d. selama dalam perjalanan dilarr 1g berhenti tanpa memperhatikan faktor-
faktor keamanan dan keselamatan;

e. pada waktu hujan lebat atau petir agar menghentikan kendaraan ditempat
aman;

f. Jarak iring-iringan antara kendaraan dengan kendaraan yang mengangkut
bahan peledak harus sekurang-kurangnya 25 meter;

g. dalam situasi terpaksa harus bermalam, melaporkan kepada Poln setempat
dan bila perlu minta bantuan pengamanan;
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h: bila dalam perjalanan terjadi ‘kerusakan kendaraan, segera melaporkan
" kepada Polri setempat dan induk kesatuannya serta perusahaan angkutan
- segera mendapatkan penggantian kendaraan, di samping berusaha untuk

 sclama dalam perjalanan, muztan babian peledak yang diangkut tidk bolel
= dibongkar atau dipindahkan ke kendaraan lain tanpa memberi tahu Polri

j..  pembongkaran muatan bahan peledak tidak boleh dilaksanakan di jalan

- umum atau tempat pemukiman penduduk;

k. sewaktu-waktu wajib mengadakan pengecekan muaten dan kendaraan;

1 'é;fa_abi_la kéndaraan yang mengangkut bahan-pé'l_edak akan melewati jalan
 kereta api yang tidak dijaga oleh petugas, maka kendaraan harus

dihentikan terlebih dahulu dengan jarak paling dekat 25 meter dari rel,

*kemudian mengadakan pengecekan ada atau tidaknya kereta api yang akan
lewat; = O ‘

m. pada waktu akan mengisi bahan bakar, harus dilaksanakan secara bergilir

" dan mesin harus dimatikan; '

n. apabila terjadi kebakaran pada muatan dan kendaraan yang sedang

mengangkut bahan peledak, petugas wajib mengambil langkah sebagai
- berikut: .

1.  menghentikan semua kendaraan;

2. mengosongkan daerah kendaraan yang terbakar dengan jarak paling
pendek 500 meter; '

3. dilarang memadamkan api;
4. segera menghubungi Polri dan Dinas Pemadam Kebakaran;

o. apabila kebakaran bukan berasal dari muatan bahan peledak, maka harus
dipadamkan;

p. keselamatan kendaraan menjadi tanggung jawab pengemudi, sedangkan
pengamanan pengangkutan bahan peledak tanggung jawab petugas.

_ Pasal 65
(1) Pengamanan pelaksanaan angkutan bahan peledak di laut atau perairan,
para petugas wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. selama dalam perjalanan petugas pengawal dan awak kapal
dilarang merokok didekat penyimpanan bahan peledak dan minum-
minuman yang mengandung alkohol;
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i b. :':-Z'_'selaiu dalam keadaan Waspada serta menentukan Iangkah~langkah . I
yang periu dztempuh bﬂa terjadl haiahal ya.ng tidak dungmkan Lo
"¢ keselamatan kapal atau perahu atau tongkang menjadi tanggung
Jawab Nakhoda, sedangkan pengamanan -- engangkutan baha:n

@) Pongamoan st

_ | Pengamanan pelaksanaan angkutan bahan peledak di udara, para petugas ‘waJ 1b' L
- memperhatikan | hal-hal sebagat berikut - e

 a. selama dalam pezjalana,n petugas pengawal dan awak pesawat dﬂarang”ﬁ
o ‘merokok dan minum-minuman yang mengandung alkohol di dalam
- pesawat udara atar helikopter; . N =

b. selalu dalam keadaan waspada. serta menentukan langkah-langkah yang'_.
perlu ditempuh bila ter_;adl hal-hal yang tldak dinginkan; -

S keselamatan pesawat udara atau hehkopter menjadi tanggung jawab Pilot,
sedangkan pengamanan pengangkutan bahan peledak menjadi tanggung
jawab petugas : . _

Bagian Keempat .98
Pengamanan Dalam Penyimpanan Bahan Peledak
NG Prsal 67

Untuk pengamanan peﬁyinﬁpé.nan bahan peledak wajib memenuhi persyaratan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lokasi gudang bahan peledak harus jauh dari pemukiman penduduk, jalan
umum, dan lokasi peledakan;

b. jarak aman gudang bahan peledak ditentukan:

1. setiap 1.000 detonator Nomor 8 setara dengan 1 (satu) kilogram bahan
peledak peka detonator bilamana kekuatannya melebihi Detonator
Nomor 8 harus disesuaikan dengarn ketentuan pabrik pembuatnya dan;

2. setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 sampai dengan
60 grain setara dengan 4 kilogram bahan peledak peka Detonator.

Pasal 68
Model gudang bahan peledak terdiri dari:

a. gudang permanen, adalah sesuai dengan gudang yang telah disetujui oleh:
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o

a ko'ii:s_ti'uksi harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar,

: 1 Ditjen Mmeral, _Bétub_g:a ‘dan- Panas ~Bumi untuk wilayah kuasa

* penambanganumum;

2. Ditjen Minyak dan ‘Gas Bumi untuk wilayah ku:?i$a_ ‘penambangan

" Minyak dan Gas Bumi;dan

3.~ Polri untuk di fuar kedua

dua wilayah penambangan;

. dilapisi papan kayu ‘pada bagian dalam, dan gudang tersebut digunakan
" unfuk keperluan penambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara
. .dan panas bumi serta non- tambang, -

i —— CPasaléd
Guda_f;g bahan peledak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
cukup kuat seperti beton, bata, hollow brick, dan batu yang dilengkapi

~lobang-lobang ventilasi pada dinding bagian atas, dan bawah atau alur
lobangnya serong dan dilengkapi dengan jeruji besi.

Cb ._atap.guda:ig dipasang dengan bahan yang ringan (asbes atau seng) dan-

" langit-langitnya dipasang kawat karmunik.
c. pintu gudang harus kuat, dilapisi dengan plat baja dan kunci pintu
dilindungi dengan kotak pelindung dibuat dari plat baja.
d. gudang terdiri dari dua ruangan:

1. ruangan depan disebut ruangan pengeluaran, yang digunakan untuk
~ ruang - administrasi dan pengecekan ke luar atau masuk bahan
peledak; ' '

2. ruangan belakang Eiigunakan untuk menimbun atau menyimpan
bahan peledak;

e. pintu depan atau pintu luar dan pintu dalam tidak boleh berhadapan
langsung;

f tanah disekitar gudang harus dibuat tanggul setinggi 2 (dua) meter

dengan lebar atas 1 (safu) meter dan dikelilingi dengan pagar kawat,
dan pinfu masuk tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu
gudang;

g. ‘harus ada lampu penerangan yang ditempatkan pada pos penjagaan
atau pagar disekiter gudang;

h. gudang harus dilengkapi dengan penangkal petir (tahanan pentanahan
maksimal § Ohm); _

oudang sementara, yaitu berbentuk container, dan terbuat dari plat yang
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dalam gudang harus ada thermometer dan suhu dalam gudang tldak'

boleh lebih dari 35 derajat Cclczus untuk yang peka detonator;

- harus. ada pos. penjagaan yang letaknya da baglan luar pagar yang
..dapat mengawasi. gudang dan sekztamya R VR i
.':'--_._’harus ada alat pemadam kebakaran yang d1tempatkan d1 luar sekitar
- gudang dan pos. penjagaan serta gudang Ammonium Nitrate dengan G
‘kapasitas di atas 5000 kllogram harus dﬂengkapx dengan air _j:_ "

bertekanan (hydr ant),

harus dilengkapi dengziri aiat-aiat tanda bahaya dan alat komunikasi .
_.antara lain. berupa telepon radio komumkam sirene. -

(2) Jenis gudang bahan peledak terdiri darl '

a. gudang untuk penyimpanan dmam1t dan sejemsnya (peka detonator)

b. gudang untuk tempat penyimpanan Detonator;

¢. ghdang untuk tempat penyimpanan Anfo (Peka Primer) atau
Ammonium Nitrate (ramuan) dan sejenisnya. -

P: 5al 70 |
(1) Tata cara penyimpanan bahan peledak di dalam gudang Detonator sebagai
berikut:

a. hanya disimpan detonator, sumbu api (safety fisse) dan sejenisnya;

b. disimpan di atas rak yang terbagi 5 susun dengan tinggi maksimal 180
cm dan jarak dari lantai ke dasar rak minimal 30 cm serta wajib
dikelompokkan sesuai macam dan jenis serta pengaturan kemasan
harus dipisahkan, peti-peti yang belum pernah dibuka dengan yang
sudah dibuka dan telah diambil isinya;

¢. selalu mengeluarkan persediaan atau stock yang sudah lama terlebih
dahulu dengan sistem First In First Out (FIFO);

d. dilarang membuka kemasan detonator atau mengepak atau mengepak

ulang di dalam gudang;

e. untuk membuka atau menutup kembali kemasan harus dilakukan
secara hati-hati dan jangan menjatuhkan, melemparkan atau
membanting atau menggeser di atas lantai;

f.  dilarang menggunakan alat-alat dari logam yang dapat memercikan

api untuk membuka atau menutup kemasan detonator;
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- tersimpan lepas dari kemasannya dan.juga tidak boleh ada kemasan
detonator yang terbuka;

. 'gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput atau semak
" dan bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar;

di dalam gudang tidak boleh ada detonator yang tercecer atau

_ dilarang merokok dan membawa geretan atau korek api, senjata api,

a.

~ peluru, sepatu berduri atau alat-alat lain yang dapat menghasilkan
" nyala api;

pintu gudang harus selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci,

kecuali apabila dibuka untuk pengeluaran yang sah dan pemeriksaan;

gudang harus dipasang 3 (tiga) buah gembok yang kuncinya dipegang
secara terpisah oleh Kepala Teknik, Kepala Gudang dan Polri;

apabila terjadi kebocoran pada atap gudang atau kerusakan-kerusakan
lainnya harus segera diperbaiki;

detonator yang dikeluarkan dari gudang yang sedang diperbaiki, wajib
disimpan pada gudang Detonator lainnya atau ditempatkan pada jarak
yang aman disekitarnya dan harus dijaga.

(2) Tata cara penyimpanan bahan peledak di dalam gudang Dinamit sebagai
berikut: |

gudang hanya dipakai untuk tempat penyimpanan dinamit dan
sejenisnya;

penyimpanan dinamit dan sejenisnya disimpan di atas rak (rak terbagi
4 susun) dan tingginya maksimal 180 cm dari lantai serta jarak dari
lantai ke dasar rak minimal 30 cm;

rak dibuat dari kayu atau bahan yang tidak mudah menimbulkan api;

penyimpanan atau penyusunan Dinamit dan sejenisnya harus
dikelompokkan (macam dan jenis) dan diatur sedemikian rupa
sehingga stock yang lama dapat mudah diambil dan dihabiskan
sebelum memakai stock yang baru, untuk memudahikan pengecekan;

selaly mengeluarkan persediaan atau stock yang sudah lama terlebih
dahulu; ' |

dilarang menggunakan alat-alat dari logam yang dapat memercikan
api untuk membuka peti atau dos;

gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput afau semak
dan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran;




e

(3)

L . h ___f__.dﬂarang mero}rok dan mernbawa g_eretan atau korek ap1 sen_]ata api i

dxgabung _]adl satu dengan yang mas;h baik serta segera mengajukan't

| _. -_'_:_pe‘rmohonan pemusnahan : e S
. apabila terjadi kebocoran. pacia atap gudang atau dlndmg gudang,_ {_

maka kebocoran tersebut haius segera diperbaiki;

m. bahan peledak yang d1keiuarkan dari gudang yang sedang diperbaiki,
harus disimpan pada gudang bahan peledak lamnya atau ditempatkan
pada jarak yang amarn d1 sek1tamva untuk menjamin keamanan dan

 harus dijaga. Py -

Tata cara dalam penylmpanan bahan peledak jenxs Ammomum Nitrate dan

| sejemsnya sebagau berikut:

a. gudang hanya d}pakai untuk tempat penyimpanan Ammomum Nitrate
dan sejenisnya; :

b. penyimpanan Ammonium Nitrate dan sejenzsnya disimpan di atas
Pallet atau bangku setmgg1 30 cm dan lantai;

c. penyimpanan atau penyusunain Ammonium Nitrate dan sejenisnya
tetap dalam kemasan aslinya diantara kemasan diberi papan penyekat
dan tinggi tumpukan maksimal 10 tumpukan kemasan untuk karung
ukuran 25-50 kilogram dan maksimal 3 tumpukan untuk ukuran
jumbo bag serta ruang bebas antara tumpukan dengan dinding 30 cm;

d. selalu mengeluarkan persedzaan atau stock yang sudah lama terlebih
dahulu; s

€. gudang dan sekitarnya harus bersih dari sampah, rumput atau semak
dan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran;

h

dilarang merokok dan membawa geretan atau korek api senjata api,
sepatu berduri atau alat~a1at lainnya yang. dapat menimbulkan nyala

api;
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o '._ii: gpinmgudang harus -sieléluA_te'rkunoi, kecuali apabila dibuka untuk

o
" masing-masing gembok dipegang oleh Kepala Teknik, Kepala

o

 pengeluaran, pemeriksaan dan sebagainya;
~pada prinsipnya pintu gudang dipasang 3 (tiga) gembok (kunci

ié:ipf{abila:f:‘tégadi;_kiebo_cbfa'n."fﬁada atap gudang atau dinding gudang,

o malca'kgbggoran_ tersebut harus segera diperbaiki;
.;bahfaxi.p_éledak yang dikeluarkan dari gudang yang sedang diperbaiki,

harus disimpan pada gudang bahan peledak lainnya atau ditempatkan

" pada jarak: yang aman disekitarnya untuk menjamin keamanan dan

“harus dijaga.

Pasal 71

Tata cara pengamanan bahan peledak oleh petugas Satpam Pengguna
Akhir atau Produsen dan Distributor: '

a.

pengamanan di tempat penyimpanan bahan peledak dilakukan oleh

_minimal 2 (dus) petugas Satpam Pengguna Akhir atau Produsen dan

Distributor dan dijaga selama 24 jam secara terus menerus;

pada pos penjagaan disediakan buku mutasi sebagal catatan dalam
rangka kegiatan pengamanan, bila ada hal-hal lainnya yang
berkait dengan masalah kasus bahan peledak harus dicatat dalam buku
mutasi; '

pelaksanaan tugas jaga oleh Satpam Pengguna Akhir dalam
pengamanan gudang tempat penyimpanan bahan peledak, diatur
dengan sistem ploeg yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah
kekuatan Satpam yang ada; '

petugas Satpam yang melaksanakan tugas pengamanan gudang
bahan peledak, dilengkapi dengan surat perintah dan Kartu Tanda
Anggota Safpam serta peralatan yang diperlukan antara lain berupa
pluit, senter, pisau atau pentungan dan borgol;

dalam pelaksanaan tugas jaga gudang fempat penyimpanan bahan
peledak, petugas Satpam berkewajiban:

1. menyaksikan dan mengawasi serah terima baik dalam pemasukan
maupun pengeluaran bahan peledak di gudang;

2. menjaga keamanan dan keselamatan penyimpanan bahan peledak
di gudang;
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. mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadlnya_ :
~ gangguan keamanan . dan kelesamatan bahan peledak yang“

o dxslmpan di dalam gudang,

. melarang orangworang yang tzdak berkepentmgan untuk mendekatli__: -
gudang bahan peledak e . R

. mengawa& dan mencatat setxap petugas yang memasuki gudang:;'f'-. “
- baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran bahan peledak maupun
= ‘--'dalam rangka tugas kungungan kerja atau pemeriksaan gudang; R

mengambil - tindakan pertama ditempat kejadian bila terj adi

_gangguan - keamanan dan . keselamatan bahan peledak yang

disimpan di gudang, dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan

_perusahaan dan pada Polri setempat

mencatat dalam buku mutasi pada pos penjagaan tentang kegiatan
pengamanan dalam penyimpanan bahan peledak.

(2) Petugas Satpam sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) telah mengikuti
pendidikan, pelatihan Satpam dan penataran Khusus tentang bahan peledak
yang diiaksanakan oleh Polri, .

(3) Tata cara pengamanan bahan peledak oleh petugas Pioiri:

a.

bagi setiap anggota Polri yang ditugaskan melaksanakan pengamanan
penyimpanan bahan peledak, harus dilengkapi dengan surat perintah
tugas dari kesatuannya,

dalam rangka masuk atau keluarnya bahan peledak di gudang tempat
penyimpanan, Petugas Polri bertugas:

L

Polsek atau Polres menerima laporan dari Pengguna Akhir tentang

" tibanya bahan peledak di gudang Pengguna Akhir;

2.

mengadakan pengamanan dan pengecekan jumlah atau macam  dan
Jenis bahan peledak yang tiba serta asal usulnya (surat izinnya);

3. menyaksikan dan mengawasi serah terima bahan peledak;

. menyaksikan dan mengawasi ~penyimpanan bahan peledak di

gudang tempat penyimpanan;

menyaksikan dan mengawasi pengeluaran bahan peledak dari
gudang dan pengembalian bahan peledak yang akan disimpan
kembali di dalam gudang;



th
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c _secara msuientll maupun penochk mengadakan pengecekan bahan
' .peledak yang dlsnnpan dalam gudang tempat penyimpanan meliputi
L pengecekan .

| 1. surat izin pe:mhkan penguasaan dan penylmpanan
2, kondxsx guda.ng, | | |

. 3-'.5"3 Jumlah atau macam dan _]ems sisa bahan peledak yang disimpan di
' gudang serta tata cara penyimpanan dan pengadministrasiannya;

: 4 tata cara pengamanan serta petugas pengamanannya
Sd :;mengamb1i tindakan pengamanan apabila terjadi penyimpangan atau
" 'penyalahgunaan bahan peledak;

e. setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan dalam penyimpanan
bahan peledak di gudang:
1. petugas membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas
kepada atasannya yang memberikan perintah;

2. kesatuan yang melaksanakan tugas pengamanan dalam
penyimpanan bahan peledak tersebut, melaporkan secara
berjenjang kepada Mabes Polri;

Bagian Kelima
Pengamanan Dalam Penggunaan Bahan Peledak
Pasal 72

Untuk pengamanan dalam penggunaan bahan peledak harus dilaksanakan
ketentuan sebagai berikut:

a. bahan peledak yang akan digunakan oleh Pengguna Akhir, harus
dilindungi dokumen yang sah tentang asal usul bahan peledak tersebut,
yaitu :

1. surat izin Kapolri untuk pembelian dan penggunaan bahan peledak,
bila bahan peledak tersebut berasal dari Produsen dan Distributor;

2. surat izin Kapolri _untuk pengalihan penggunaan bahan peledak, bila
- bahan peledak tersebut berasal dari pengalihan penggunaan;

3. surat Izin Kapolrf untuk penggunaan bahan peledak bilamana bahan
peledak tersebut berasal dari sisa bahan peledak yang belum habis
digunakan;

b. Pengguna Akhir diwajibkan menyampaikan jadwal rencana peledakan
penggunaan bahan peledak kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri
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. dengan tembusan Kapolda, Kar olw;l (blla ada), Kapolres dan Kapolsek.

“setempat; -

. bilamana Pengguna Akhnr dalam pelaksa.naan penggunaan bahan peledak
untuk keglatan usahanya txdak diker_yakan sendm (mehmpahkan
" pekerjaannya kepada ‘badan usaha yang bergerak di bxdang usaha ;asa:'

o '-"_peledakan atau Blasz‘mg), harus ada rekomendasz dan Kapoln

';"Z'__-_'-_badan usaha yang bergerak d1 bxdang usaha Jasa peledakan atau Blastmg _.
harus mengajukan permohonan - izin usaha  kepada Kapolri w.p.
“Kabaintelkam-Polri, dengan d;lengkapl persyaratan yang meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. 'Sura't Keterangan Dormslh Perusahaan
3. Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP),
4, data tenaga ahli, dengan melampirkan:
a) daftar riwayat hidﬁp; ‘
“o) fotokopi sertifikat Juru Ledak;
¢) fotokopi ijasah pendidikan umum; | _
d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kepala Teknik, Kepala Gudang, dan Juru Ledak, Satpam serta Polri yang
ditugaskan bertanggung jawab atas keluarnya bahan peledak yang akan
digunakan dari gudang tempat penyimpanan atau penimbunan dengan
cara: '

1. mengadakan pengecekan atas kebenaran jumlah atau macam dan jenis
bahan peledak yang akan dakeluarkan dari gudang;

2. bahan peledak yang dikeluarkan dari gudang tersebut benar«benar
diperlukan untuk menunjang peledakan yang telah direncanakan;

3. dalam pelaksanaan pengeluaran bahan peledak dari gudang harus
dibuat berita acara pengeluaran bahan peledak yang ditandatangani
oleh pemegang kunci gudang bahan peledak;

Kepala Teknik, Juru Ledak, dan Satpam, bertanggung jawab atas
keamanan pengangkutan bahan peledak dan gudang tempat penyzmpanan

angkutan yang memenuhi persyaratan;

Kepala Teknik dan Juru Ledak bertanggung jawab atas penggunaan bahan
peledak di lapangan, hal tersebut antara lain menjamin adanya:
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SR ' Juru Ledak yang bertugas melakukan peledakan benar-benar sudah

berpengalaman dan bersertifikat Juru Ledak serta memiliki Kartu Izin
- Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh:

e -é,) De;iartemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

G ﬁﬁb) Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi bilamana kegiatan usaha

tersebut untuk Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

" ¢) Ditjen-Minyak dan Gas Bumi bilamana kegiatan usaha tersebut.

M

+ . untuk Minyak dan Gas Bumi;

d) Satuan Gegana Korbrimob Polri bilamana kegiatan usaha tersebut
 untuk pekerjaan Non-Tambang;
2. menjamin keselamiatan kerja dalam pelaksanaan peledakan
3. bilamana terdapat sisa bahan peledak yang tidak habis digunakan,
maka bahan peledak tersebut harus dikembalikan ke gudang tempat
penyimpanan atau penimbunan bahan peledak dengan dilengkapi
berita acara;
Kepala Teknik, Juru Ledak, dan Satpam bertanggung jawab atas
keamanan pelaksanaan peledakan, yang antara lain menjamin adanya:
1. pada saat akan diadakan peledakan, sebelumnya dipasang bendera
merah sebagai tanda akan diadakan peledakan;
2. lokasi peledakan harus benar-benar dalam keadaan aman untuk
pekerjaan peledakan dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya;
Juru Ledak harus membuat laporan tertulis kepada Kepala Teknik dan
Kepala Administrasi, tentang penggunaan sisa bahan peledak yang tidak
digunakan;
Kepala Administrasi melaporkan kepada pimpinan instansi atau
perusahaan atau Penpguna Akhir tentang penggunaan dan sisa bahan
peledak yang tidak digunakan;
pimpinan instansi atau perusahaan (End User) melaporkan kepada Kapolri
u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan kepada Kapolda atau Kapolwil,
Kapolres dan Kapolsek setempat tentang penggunaan bahan peledak.

Bagian Keenam
Pengamanan Dalam Pemusnahan Bahan Peledak
Pasal 73

Untuk pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak, wajib
melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
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bahan peledak yang telah rusak tldak boleh dlpa.kal lagx dan hams :
- segera dimusnahkan, - -

'__pemusnahan bahan peledak dllaksanakan oleh Tim Pemusnahan

. ~ bahan peledak yang telah dibentuk oleh Polda setempat setelah ada o :

dzin pemusnahan bahan peledak darz Kapoln

. biaya, alatalat atau sarana yang diperlukan dalam pemusnahan.}j

G .- bahan peledak d1tanggung oleh D1smbﬁtor atau Pengguna Akhir; -

@)

:.'.':_':.sebelum pelaksanaan pemusnahan bahan peledak terlebih dahu.lu"'t B

- Tim Pemusnahan memberikan penerangan kepada masyarakat atau
penduduk disekitar lokasi pemusnahan - :

... lokasi pemusnahan atau peledakan berjarak palmg dekat 200 (dua" ot

ratus) meter dari pemukiman penduduk, ladang, sawah, bangunan-
‘bangunan, jalan umum dan gudang bahan peledak, ‘

Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
d terdiri dari Polri dan instansi terkait serta pemilik bahan peledak.

-Pasal 74

Tata cara pengamanan dalam pemusnahan bahan peie&ak

a. bagi setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas -pengamanan dalam
pemusnahan.bahan peledak harus dilengkapi dengan surat perintah tugas
dari kesatuannya;

b. pelaksanaan tugas pengamanan dalam pemusnahan bahan peledak adalah
sebagai berikut:

1.

mengadakan pengecekan dan pencatatan jumlah atau macam dan jenis
serta pengepakan bahan peledak yang akan dimusnahkan; -

menyaksikan dan mengawasi pengeluaran bahan peledak yang akan
dimusnahkan dari gudang tempat penyimpanan;

menyaksikan penyerahan bahan peledak dari Kepala Teknik kepada
tim pemusnahan bahan peledak;

mengadakan pengecekan apakah daerah lokasi pemusnahan telah
benar-benar dalam keadaan aman dan telah dipasang bendera merah

sebagai tanda akan diadakan peledakan atau pemusnahan;

melaksanakan pengamaran dan menyaksikan pelaksanaan ofeh tim
pemusnahan bahan peledak; .
menyiapkan ‘alat atan perlengkapan yang diperlukan dalam
pemusnahan bahan peledak:

ay tali-tali dari plastik;



a)

b)

a)

b)

 pluit dan buku catatan;

bendera merah;

" sarung tangan plastik dan perlengkapan Pertolongan Pertama

. pahat dari kuningan atau minyak tangh;
~ kayu bakar atau jerami kering, minyak tanah dan alat pemadam
* kebakaran; = o B

| _'7. méihbuét lo'bang' d.engan ukuran: 2,5 x 2,5 x 2 meter dan tanggul

. setinggi 0,5 meter disckelilingnya; .
8. pemusnahan bahan peledak dilakukan dengan cara diledakkan:

setelah lobang peledakan disiapkan bahan peledak yang akan

dimusnahkan disusun dan diikat menjadi satu (jumlah

disesuaikan);

bahan peledak yang sudah tersusun dan diikat sebelum
diletakkan ke dalam lobang diberi Detonator (jumlah
disesuaikan); :
agar Detonator dikaitkan pada .Dinamit yang masih baik,
kemudian kabel Detonator listrik tersebut ditarik keluar lobang
peledakan dan bila perlu ditambah atau disambung dengan
kabel listrik lainnya yang sejenisnya;

hubungan dengan exploder atau Blasting machine;

bila tidak berbunyi atau meledak maka setelah 30 menit
diperbolehkan mendekati lobang peledakan untuk mengadakan
pengecekan, bila tidak terlihat tanda-tanda bahaya, dapat
dilakukan penggantian Detonator dengan hati-hati dan kemudian
diledakkan kembali;

9. .pemusnahan bahan peledak dilakukan dengan cara dibakar:

tempat lobang pembakaran agar ditaburi dengan jerami atau
kayu-kayu yang kering dan disiram dengan minyak tanah atau
solar, api dihidupkan dengan jarak aman (seperti api ungguny;

bahan peledak yang akan dimusnahkan dapat dengan cara

dilemparkan satu-persatu ke dalam lobang pembakaran dan
tangan memakai sarung tangan dari plastik;

bahan peledak tersebut dilapisi dengan jerami kering secara
merata kemudian disiram minyak tanah atau solar;
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d) Seiaﬂjutnya sumbu - api. 'yang sudah disiapkan disambung -
-~ sehingga mencapaz lobaqg pembakaran dan bahan peledak atau
- detonator; . ... . ,

ey - segala ‘sesuatu. siap, maka Pﬂw‘gas mengambﬁ Jarak aman daﬁ

T

1.

13.

B sumbu dapat dibakar; g s :
fsetelah selesaa melaksanakan pemusnahan Team Pemusnah wzgz,b

membuat berita acara dan -melaporkan . pelaksanaan pemusnahan_ L

: -.kepada Kapolda;

Polda melaporkan kepada Kapolrx tentang pelaksa.naan pemusnahan
: .bahan peledak dengan dxlampm berita acara. pemusnahan

12.

mengambll tindakan pengamanan dan mengadakan kocrdmam dengan
Team Pemusnahan’ dalam hal terjadi penyimpangan atau

penyalahgunaan bahan peledak;

setelah selesai melaksanakan tugas pengarnanan dalam pemusnahan
bahan peledak

a) petugas membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas
kepada atasannya yang memberikan perintah,

b) kesatuan yang melaksanakan pengamanan melaporkan kepada
kesatuan atas dan selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada
Mabes Polri.

i ' Pasal 75.

Dalam rangka pemusnahan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 dan Pasal 74, dapat menggunakan bahan peledak komersil sebagal pemicu
peledakan. |

Bagian Ketujuh
Pengamanan Bahan Peledak Sitaan atau Temuan
Pasal 76

(1) Dalam rangka penﬁamanaﬂ bahan peiedak sitaan, Polri bertugas:

a.

mencatat jenis dan jumlah bahan peledak serta nomor pembua‘tan.a'tau
merek atau logo dan nama perusahaan atau pabrik pembuatannya;

mencatat hari, tanggal, jam tempat kejadian pada saat disitanya'bahan
peledak tersebut;

mencatat' nama, umur, pekerjaan dan alamat tersangka serta pasal
perundang-undangan yang dilanggar;
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- {(2)

3)

Ch

mencatat asal-usul bahan peledak tersebut;

fm@mben label bahan peledak tersebut dan diambil gambar atau

___d1f0t0 kemudian disimpan atau dititipkan -pada gudang yang

~. memenuhi persyaratan- dengan memperhatxkan tata cara penyimpanan
”"danpengamanannya [ EI o

.--_-:_'-mengambll beberapa ‘contoh afau foto dan bahan peledak tersebut,
~ untuk keperluan bukti dalam sic.ang pengadﬂan |

melaksanakan pemusnahan sesuai prosedur dan ketentuan yang

 berlaky; |
: melaporkan kepada satuan atas tentang telah d131tanya bahan peledak,

mengamankan atau menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan
mengambil tindakan lainnya yang dianggap perly;

Dalam rangka pengamanan bahan peledak temuan, Polri bertugas:

a.

mencatat jenis, jumlah dan kondisi bahan peledak serta nomor
pembuatan atau merek atau logo dan perusahaan atau pabrik
pembuatannya;

. mencatat hari, tanggal, jam dan tempat ditemukannya bahan peledak
‘tersebut;

memberi label bahén peledak tersebut dan diambil gambar atau difoto,

kemudian disimpan atau dititipkan pada gudang yang memenuhi
persyaratan dengan memperhatikan tafa cara penyimpanan dan
pengamanannya;

melaporkan pada satuan atas tentang telah ditemukan bahan peledak
dan tindakan yang telah diambil;

melaksanakan pemusnahan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

mengamankan atau menjaga TKP;

Melaporkan Tim Jihandak atau Gegana untuk sterilkan TKP sebelum
tim olah TKP Reskrim bekerja.

Apabila ditemukan tersangka yang berkaitan dengan bahan peledak
temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka foto atau gambar
bahan peledak dapat dijadikan alat bukti pengganti dalam proses
penyidikan.
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Paragraf '53: 1
ngkat Polsek
Pasal 77

(1) Da am rangka pendataan bahan peiedak pada tlngka‘c Polsek dﬂahukan_

keg1atan sebagai berikut:

mengumpulkan dan mencatat data para Pengguna Akhn‘ di wﬂayah -
Polsek meliputi: A

a.

1.
2. nama dan alamat penanggungi awabnya;

3.

4. data gudang dan bahan peledak yang Wajlb dimiliki meliputi:

nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
Jenis usaha atau penambangan

a) nomor dan tanggal suraf izin gudang serta instansi yang
mengeluarkan;

b) jumlah, macam dan kapasitas masing-masing gudang;
c) status gudang tetap atau sementara;

d) lokasi gudang;

5. lokasi péledakan;

nama dan alamat, serta biodata Kepala Teknik dan Kepala Gudang
bahan peledak;

. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat

atau Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang
mengeluarkannya (bila terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif
atau pindah agar dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya
dilaporkan kepada Kapolres);

mengumpulkan dan mencatat data hasil pengecekan di lapangan;

mengumpulkan dan mencatat dafa tentang jumlah, macam, dan jenis
bahan peledak dalam pemasukan (Import atau Re-Dmport) atau
pengeluaran (Zksport atau  Re-Eksport), pembuatan, pemasaran,
pembelian dan penggunaar, uji coba penyimpanan, pengangkutan,
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‘pengalihan penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak di wilayah
Polsek;

d. mengumpulkan dan mencatat data penyimpangan  atau
penyalahgunaan bahan peledak;

‘mengumpulkan dan mencatat data bahan peledak sitaan dan temuan;

mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari satuan atas
dalam hal pengawasan bahan peledak. ‘

(2) Untuk pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlukan:

~a. buku induk registrasi bahan peledak;
b. kartu tik perorangan pengguna akhir bahan peledalk;
¢. buku registrasi pengguna akhir bahan peledak;
d. buku registrasi hasil pengecekan di lapangan;

‘e buku registrasi kasus-kasus bahan peledak;
£ buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.
Paragraf 2
Tingkat Polres
Pasal 78

(1) Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polres, dilakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data para pengguna bahan
peledak di wilayah Polres meliputi :

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
2. nama dan alamat penanggung jaWab;

3. jenis usaha atau penambangan;
4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi:

a) nomor dan tanggal surat 1zin gudang serta instansi yang
mengeluarkan,

b) jumlah, macam dan kapasitas masing-masing gudang;
¢) status gudang tetap atau sementara;

d) lokasi gudang;

5. lokasi peledakan;
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~ bahenpeledak;

| £ ldata hasil pengecekan'dl- lapangan dan laporan P_leek
I _.."';’?,_._____data pengeluaraﬁ surat saran dan rekomendasi dari Polres

3. data jumlah, macam dan’ Jems bahan peledak dalam pemasukan :
"pengeiuaran pembehan dan penggunaan, ~ penyimpanan, = .

3)

| o 6 _nmna dan alamat serta bmdata Kepaia Tekmk dan Kepaia Gudang

o 7. -nama, ala_mat dan bmdata J_uru-_Lédak nomor dan tanggal sertzﬁk::
T atau Kartu Izm  Meledakkan (KIM) serta 1nstan51 yang

S *pengangkutan pengahhan penggunaan 11]1 coba, dan- pemusnahanf
bahan peledak ! o » AR -

4. data penylmpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dan
peredaran gelap bahan peledak; - o

3. data bahan peledak temuan dan 51taan

c. ';mengumpulkan petunjuk atau mstruks; dan satuan atas dalam hal

. pengawasan: bahan peledak; i
Apabﬂa dalam keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka

dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada
Kapolda atau Kapolwﬂ -

~Untuk pendataan bahan peledak sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dan B

- _ayat (2), diperlukan:

(1)

buku mduk reg;sti'asx bahan peledak |

‘kartu tik perorangan pengguna akhir bahan peledak;
buku registrasi daftar pengguna akhn‘ bahan peledak;
buku registrast saran;

buku registrasi rekomendasi;

buku registrasi kasus-kasus bahan peledak

buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sﬁaan.,

AR

® P ragraf 3
Tingkat Polwzl
Pasal 79

Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Polwil, dilakukan
kegiatan sebagai berikut:
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a. mengumpulkan dan mencatat data para Pehgguna Akhir bahan
. peledak di wilayah Polwil meliputi: o

,.......a

. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan;
2. nama dan alamat penanggung jawab;

3] _}eﬂIS uszha atau penambanaan S

4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki mehputl

~a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta instansi yang
mengeluarkan :

* b) jurnlah, macam, dan kapasitas masing-masing gudang;
 ¢) status gudang tetap atau sementara; |
d) lokasi gudang;
5. lokasi peledakan; |
6. nama dan alamat serta biodata Kepaia Teknik dan Kepala Gudang;

7. nama, alamat dan biodata Juru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat
atau -Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang
mengeluarkannya;

b. .mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data tentang:

1. data hasil pengecekan di lapangan dan surat saran. afau
rekomendasi serta laporan dari Polres-Polres dalam jajaran Polwil;

2. data jumlah, macam dan jenis bahan peledak dalam pemasukan
pengeluaran, pembelian dan  penggunaan, penyimpanan,
pengalihan penggunaan uji coba dan pemusnahan bahan peledak
di wilayahnya,

3. data bahan peledak. temuan dan sitaan;

c. mengumpulkan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari satuan afas
dalam hal pengawasan bahan peledak.”

(2) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a
angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka
dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada
Kapolda.

(3) Dalam pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperiukan: .

a. buku induk registrasi bahan peledak;




o 69 e 2008’ Nog |

{_.ﬁ::'}km'tu nk perorangan pengguna akhlr

;'_'.'3_:'_:-:'bu1fu regisirasz daftar' ”engguna akhlr": i e

e e o

buku reglstras1 rekomendas1

: _:ébuku reng'(I‘BSl kas _. kasus bahan peledak v

E g.-_i.__-ffﬁbﬁku regnstram bahan peledak-hasd"temu r an siaai. . LT
Coe R Paragraf 4 - _.
ngkat Pelda e e
~Pasal80

(O Dalam ra.ngka pendataan bahan peledak pada tmgkat Polda, dllakukan
S keg;atan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan mencatat data Pengguna Akhxr di w11ayah Polda
meliputi:

1. nama dan alamat 1nstan51 atau proyek atau perusahaan
2. nama dan alamat penanggung;awab | A

3. jenis usaha atau pena,mbangan

4. data gudang bahan peledak yang wajib dm;uhkl meliputi:

a) nomor dan tanggal surat izin gudang serta mstan51 yang
mengeiuarkan -

b) gumlah macam, dan kapasuas masmg-masmg gudang,
c) status gudang tetap atau permanen;
d) lokasi gudang;

5. lokasi peledakan;

6. nama dan alamat serta biodata Kepaia Teknik dan Kepala Gudang
bahan peledak;

7. nama, alamat dan biodata J uru Ledak, nomor dan tanggal sertifikat
atan Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta instansi yang
mengeluarkannya;

b. mengumpulkan, mencatat dan mengolah data tentang:

1. data hasil pengecekan di lapangan serta surat saran atau
rekomendasi dan laporan dari Polres atau Polwil jajaran Polda;



®)

(1

2008, NG. 3

~1
<

2. data jumlah, macam, dan jenis bahan peledak dalam pembuatan,
pemasukan,  pengeluaran,” pembelian dan  penggunaan,
penyimpanan, pengangkutan, pengalihan penggunaan uji coba dan
pemusnahan; '

3. d_ata bahan peledak temuan dan sitaan;

~mengumpulkan petunguk—petun_]uk atau instruksi dari satuan atas

dalam hal pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan
peledak. |

- (2) Apabila dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- “angka 7, terdapat Juru Ledak yang sudah tidak aktif atau pindah, maka

dicatat dalam kolom keterangan dan selanjutnya dilaporkan kepada

Kapolri.

Dalam pendataan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlukan: P

a.

@ oo O

buku induk registrasi bahan peledak;
kartu tik perorangan Pengguna Akhir bahan peledak;
buku registrasi daftar Pengguna Akhir bahan peledak;
buku registrasi rekomendasi bahan peledaic;
buku registrasi izin bahan peledak;
buku registrasi kasus-kasus bahan peledak;
buku registrasi bahan peledak hasil temuan dan sitaan.
Paragra’ 5 |
Tihgkat Mabes Polri
Pasal 81

Dalam rangka pendataan bahan peledak pada tingkat Mabes Polri,
dilakukan kegiatan ‘sebagai berikut:

a.

mengumpulkan dan mencatat data para Pengguna Akhir bahan
peledak meliputi:

1. nama dan alamat instansi atau proyek atau perusahaan,
2. nama dan alamat penanggung jawab;

3. jenis usaha atau penambangan;

4. data gudang bahan peledak yang wajib dimiliki meliputi:
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”d) iokas: gudang,
. data lokasi pe}edakan

'-_;_a) nomor dan - tanggai surat ‘izin. gudang serta. 1nstan51 yang .

" mengeluarkan;

b) jumlah, macam dan kapasxtas masmg—masmg gudang,
'--f'-c) Status gudang tetap atau sementara, '

. nama dan alamat serta blodata Kepala Teknlk dan Kepala Gudang- :

bahan peledak; -

- nama, alamat dan blodata Juru Ledak, nomor dan tanggal serttﬁkat &

atan Kartu Izin Meledakkan (KIM) serta  instansi yang :
mengeluarkannya; . '

mengumpulkan, mencatat dan mengoiah data tentang:

1.

hasil pengecekan. d1iapangan serta surat rekomendasi atau surat'
izin dan Iaporan dari Polda; : '

2. surat izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri;

3. jenis, macam dan jumlah bahan peledak dalam pemasukan,

5.

pengeluaran, penyimpanan, pembelian dan penggunaan,
pembuatan dan pemusnshan bahan peledak;

. penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgux:laan- dan peredaian'

gelap bahan peledak;
bahan peledak temuan dan sitaan.

(2) Daiam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan:

a.
b.

02

buku induk registrasi bahan peledak;

kartu tik perorangan Pengguna Akhir;

buku registrasi izin gudang;

buku registrasi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan; .

buku registrasi izin pembuatan atau produksj atau pencampuran dan
distribusi;

buku registrasi izin pemasukan (Impor atau Re-Impor);

buku registrasi izin pengeluaran (Ekspor atau re-Ekspor);

buku registrasi izin pembelian dan pendistribusian;



5 i ":buku reglstrasx izin penghxbahan atau pemmdahtanganan dan izin alih
Cguna; ; SR
. buku reglstram izin uji coba; | '
'.-buku registra51 izin. pembehan dan penggunaan bahan peledak;

: ;fbuku reg1stra31 izin penggunaan sisa bahan peledak; -

K '_.buku regxstrasx izin pengangkutan bahan peledak
.f:f___f_:'gbuku registrasi izin pemusnahan bahan peledak;

_ 'buku reglstra51 kasus-kasus bahan peledak;

- f-_:':buku regxstrasx bahan peiedak hasil temuan dan sitaan.

; :»;5' o m '-*5'5' ,_. ?_‘_ :

Paragraf 6
~ Distributor dajn Pengguna Akhir
" Pasal 82

o Pendataa.n bahan peiedak bagi Produsen Distributor dan Pengguna akhir harus
_memﬂlkz

_a. buku induk bahan peledak; |
b Kartu persediaan atau stock bahan peledak; i
¢. label bahan peledak; , ;
“'d.”‘formulir atau bon pengeluaran. ‘

\ Pasal 83 _
Buku induk bahan peleciak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a
terdiri dari:
a. hasil produksi bahan peledak berisi jenis, macam, dan jumlah;

b. pemasukan (Jmport atau Re-Impor?) atau pembelian bahan peledak, berisi
jenis, macam, dan jumlah; |

C. pengeluaran (Eksporz‘ atau Re-Eksp wf) atau penggunaan bahan peledak,
yang berisi jenis, macam, dan jumlah; ]

d. persediaan atau stock bahan peledak yang disimpan di gudang, yang berisi
jenis, macam, dan jumlah.

Pasal 84

(1) Kartu persediaan atau sfock bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 huruf b, terbuat dari karton manila dan dibuat rangkap 2 (dua)

yaitu:
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a. 1 (satu) lembar dlSlmpaH di tempat masmg-masmg kelompok jems
bahan peledak; dan :

b. 1 (satu) lembar - d151mpan d1da1am kotak atau rak pada baglan
administrasi. . T . '

(2) Kartu persediaan atau slock bahan peledak sebagalmana dimaksud pada'
” ayat (1), digunakan un‘fuk el L

a. mencatat tiap-tiap ada perubahan Jumlah persedxaan atau srock (keluar
- atau masuk) bahan peledak; -

‘b. -membuat data tentang kode, jenis: atau macam atau jumlah bahan
peledak yang harus diterima, dlkeluarkan dan 31sa bahan peledak yang
disimpan. . :

Pasal 85
(1) Label bahan peledak sebagaimana dimaksud d&Iam Pasal 82 huruf ¢

dibuat dari karton manila dan citempatkan pada tiap-tiap jenis atau macam
bahan peledak yang tersimpan dalam gudang.

(2) Label bahan peledak memuat data tentang:
a. nomor kartu persediaan atau stock kode; -
b. jenis atau merek; ¥
c. buatan atau produsen.
Pasal 86

Pendataan pengeluaran bahan peledak dari gudang bahan peledak, harus
menggunakan formulir atau bon pengeluaran bahan peledak dengan
mencantumkan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang dalam
pengeluaran bahan peledak.

Bagian Kedua
Sistem Pelaporan
Pasal 87

Polri wajib membuat laporan tentang pelaksanaan tugas pengawasan,
pengendalian, dan pengamanan bahan peledak industri kepada pimpinan secara
berjenjang mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polwil, Polda, dan Mabes Polri
yang meliputi laporan:

a. harian;

b. mingguan;



_ triwlan;
semester;
tahunan R BT e T e
' baguat 1
. Laporan Periodik -
" Pasal 88

(1) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilaksanakan
" secara periodik yang meliputi laporan: |

a.

harian, dibuat setiap hari dan didistribusikan kepada pimpinan
kesatuan pada jam 09.00 WIB; |

"ininggﬁan, dibuat setiap minggu dan didistribusikan kepada

pimpinan kesatuan setiap hari Senin pada minggu berikutnya;

bulanan, dibuat se‘tiap.‘bulan dan didistribusikan paling lambat pada
tanggal 10 bulan berikutnya sudah diterima oleh pimpinan kesatuan;

triwulan, dibuat pada setiap triwulan dan didistribusikan 'kepada
pimpinan kesatuan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;

semester, dibuat pada setiap akhir bulan Juni dan akhir buian
Desember, didistribusikan pada pimpinan kesatuan paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya;

tahunan, dibuat pada akhir tehun dan didistribusikan kepada
pimpinan kesatuan  paling lambat tanggal 20 Januari tahun
berikutnya. .

(2) Laporan periodik tentang pembuatan, pendistribusian, pembelian,
pemilikan, penggunaan, penyimpanan, uji coba dan pemusnahan bahan
peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwil, Kapolres, dan Kapolsek
setempat.

Paragraf 2
Laporan Insidentil
Pasal 89

(1) Laporan insidentil dibuat setiap terjadi kasus penyimpangan atau
penyalahgunaan termasuk ternuan bahan peledak dan yang digolongkan
‘sebagai bahan peledak.




(2) Laporan 1n31dent11 sebagairnana dama‘n.sud pada aya't (1) d1sa.mpa1kan

:fKapolsek setempat

kepada Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwﬂ Kapolres dan

Ja:m setelah terjadl kasus

= b. dari Polres atau Polw;l ke p )icia 'mela},ux Puskodalops palmg lambat 8'.'{'

T (delapan) Jam setelah terjadmya kasus;

oc dari Polda ke Mabes Poln palmg lambat 1x24] jam melalm

RGO

(1)

2)

iy Puskodaiops

2 ‘siaga. Intel : : : |
Dalam hal terdapat dugaan terjadz pelanggaran dan/atau tindak pidana, :
petugas segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik - Polri untuk
ditindaklanjuti. ¥/

Paragraf 3
Pembuatan Laporan

Pasal 90

Laporan sebaga;mma dimaksud dalam Pasal 89 disampaikan kepada
Kapolri dengan tembusan Kapolda, Kapolwil, Kapolres, dan Kapolsek
setempat tentang pembuatan pendistribusian, pembelian, pemilikan,
penggunaan, penyimpanan, uji coba dan pemusnahan bahan peledak.

Untuk penyimpanan dan penggunaan bahan peledak wajib dibuat laporan
oleh:

a. Kepala Gudang kepada Kepala Administrasi tentang situasi ke luar
atau masuknya bahan peledak serta sisa atau stocknya;

b. Juru Ledak kepada Kepala Teknik dan Kepala Administrasi tentang
nenggunaan dan sisa penggunaan bahan peledak;

c. Kepala Administrasi kepada Pimpinan Produsen dan Distributor dan
Pimpinan Pengguna Akhir tentang penggunaan dan sisa atau sfock
bahan peledak yang ada di gudang, baik secara insidentil maupun
periodik;

d. Pimpinan Produsen dan Distributor dan Pimpinan Pengguna Akhir
kepada Kapolri w.p. Kabaintelkam Polri tentang produksa realisasi
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pemasukan dan pendistribusian,.serta penggunaan dan sisa atau stock
. bahan peledak yang ada di gudang secara 1n51dennl maupun periodik.

Pasal 91

5 _-Dlsampmg membuat laporan tentang pelaksanaan tugas sebagalmana dimaksud

- dalam Pasal 87, Polri_setempat wajib melakukan pengawasan dan meminta
laporan kepada ‘toko-toko . yang memper;}ualbehkan bahan-bahan kimia
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan-Pasal 9, serta mencatat:

Jems dan Jumlah bahan kimia yang deer}ualbehkan

b ‘identitas lengkap dari pembeh serta maksud dan tujuan penggunaan bahan
kimia,

Pasal 92

Badan Usaha Jasa Peledakan, Badan Usaha Jasa Penyediaan Gudang Bahan
Peledak, dan Badan Usaha Jasa Pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan
" 'bahan peledak, wajib melaporkan kegiatannya secara periodik kepada Kapolri
u.p. Kabaintelkam Polri.

BAB VII
SANKSI
Pasal 93

Radan usaha yang bergerak di bidang usaha pengelolaan bahan peledak

" industri- yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri ini dikenakan
- ‘sanksi administrasi dan atau sariksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku
' BAB VIII
PENUTUP
Pasal 94

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.
Pol.: Juklak/29/VI/1991 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan
Bahan Peledak Non-Organik ABRI dicabut dan dinyatakan tidalk berlaku.

Pasal 95

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku -

pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan. dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
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